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WAL KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PE ,
R"‘E‘é‘f‘“ WALI KOTA MAGELANG
10R 29 TAHUN 2023
PERUBAHAN KEDUA A TENTANG
TENTANGE?S PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56
TEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2021

DE
NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang i
€ © & bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem

pengelolaan  keuangan daerah yang sesuai dengan
keadaan dan kebutuhan berdasarkan peratiten
perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau
sistem tersebut secara terus menerus dengan (WUZR
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif,
efisien, dan transparan berdasarkan Pancasila dan
?gfgng-Undmg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

b. bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan
perjalanan dinas khususnya bagi pimpinan dan anggota .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan adanya
perubahan pengaturan mekanisme penatausahaan dan
pertanggunggjawaban  perjalanan  dinas dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan,
kewajaran dan akuntabilitas;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 56 Tahun
2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali |
Kota Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan
penyesuaian pengaturan penatausahaan dan
pertanggungjawaban sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

)|
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2. U
e
Indonesiy TTh Daerah (Lembaran Negara F;Jaran

un 2014 Nomor 244, Tambahan .
e T £ a
gara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman

tel :

nitihandmbah beberapa kali terakhir dengan tapan
Pel‘atug Nomor 6 Tahun 2023 tentans P'ﬂnemor
Tah ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang . dang

r:l'; 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undaﬂg'Ul:]'leor

a1, Tﬁ; Negara Republik Indonesia Tahun 2c’:f;?dc:lm.’sia
Mot 6852}]1:311 Lembaran Negara RepubliK -
gndmgtundmg Nomor 11 Tahun 2023 tentans prawes
awa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabh
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubh
Indonesia Nomor 6867); i
Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentans SlSt?:n
dan  Prosedur Pengelolaan Keuangan Daer ot
Daerah Kota Magelang Nomor 56 Tahun 2021) Peratured
Wali Kota Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan At2s
Per:%turan Wali Kota tentang Perubahan Atas Popataletd
Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sister gan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kota Magelang Nomor 78 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR
56 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun

2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 56 Tahun 2021)

Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas

Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah

Kota Magelang Nomor 78 Tahun 2022) diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf F angka 1, huruf F angka 2, huruf F
angka 3, huruf F angka 11, huruf G angka 10, huruf G
angka 15, huruf G angka 12, huruf G angka 15, huruf G
angka 16, huruf G angka 17, huruf H angka 10, huruf H
angka 11, huruf H angka 11, huruf H angka 12, dan huruf
J angka 1 BAB | sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diubah
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini,
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h
BAB Il sebggairn C 278Ka 3 bagian 1 dan huruf D a“gkaag
ali Kotg Nomo ercantum dalam Lampira".Peratuéan
Pen lt‘ 56 Tahun 2021 tentang Sistem =

Menjadi gebanne A Keuangan Daerah diubah s

Mmerupakan bag&_lman.a tercantum dalam Lampiran 3’::, i
Kota inj, Blan tidak terpisahkan dari Peraturan

3. Ketent :
angkau;nh[:lenl?baran umum, huruf K angka 1, hururf g
angka 1. Tul' N angka 1, huruf N angka 2, huru

» DUrUf O angka o' huruf ka 4, huruf
angka 5. huruf g , huruf O ang s 1. dii
O angka 6, huruf P, huruf Q angka 1,
tentans "« CAtUran Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021
Bser. }f d?lgtem dan Prosedur Pengelolaan Keual'ltiﬁ::l‘
dal ubah sehingga menjadi sebagaimana tercan! 5
am  Lampiran yang merupakan bagian tid
terpisahkan dari p : 55
4. K eraturan Wali Kota ini, i
- Ketentuan huruf A angka 1, huruf A angka 2, huruf
angka 3, huruf A angka 4, huruf A angka 5, huruf A angka
0, huruf B angka 1, huruf B angka 2, huruf B angka 3,
puruf C angka 1, huruf C angka 2, huruf D.1, huruf D2,
huruf E.1, huruf F angka 1, huruf F angka 2, huruf G,
huruf H angka 1, huruf H angka 2, huruf H angka 3, huruf
H angka 4, huruf | angka 1, huruf I angka 2, BAB XIV
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali
Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prose‘."imj
Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang meﬂlFakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini,

S. Ketentuan huruf A, huruf B, dan huruf C BAB XV
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali
Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan PTOSEF'“'.'
Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Peratyray,  Pasal it
di“ndangkar\:’ah Kota ini mulai berlaku pada !8768

Agar ;
Seti
Pengundap a;)n orang  mengetahuinya,

Pe : ini
PenempatannYa da]al'aturan Wali Kota !

: kan
memeﬂntﬂh
dengan

m Berita Daerah Kota Magelang.
Ditetapkan di Magelang -
pada tanggal %9 November 70

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangka_n di Ma
gelan,
pada tanggal 29 NWP-M‘GE 2033

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
\#—

o HAMZAH KHOLIF
AERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 29

g
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. KUASA PENGGUNA ANG
1.

11.

LAMPIRAN \ELANG
PERATURAN WALI KOT 3‘&1M"‘"P‘"A
NOMOR 29 TAHUN 2025 TAS
TENTANG PERUBAHAN Kf'-”g';fmg
PERATURAN WALI KOTA MA TANG
NOMOR 56 TAHUN zn':zJ IR TEN
SISTEM DAN PROSED H
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERA

SISTIEM .
DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

— BAB |
"NGELOLA KEUANGAN DAERAH

GARAN
PA dapa : i
keuangan A yang diikuti dengan penetapan pejabat P o
dan pgjaha}ﬁng meliputi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP),
Pelimpah ainnya sesuai dengan kebutuhan. o
ik o kcwmangan berdasarkan pertimbangan besararn a'ngga
kegiatan / subkegi : . dali serta
disesuaik giatan, lokasi, dan/atau rentang ken aly
dipimpin :?ernga" tugas dan fungsi unit Perangkat Daerah yané
Is’?{f;gbir;gan besaran anggaran kegiatan/subkegiatan dilal_cukan c:fll'gl
kriteriay 4 g mengelola besaran anggaran kegiatan/subkegiatan {V ali
an besaran anggarannya ditetapkan dengan Keputusan
Kota, antara lain:
a. besaran anggaran dan jumlah kegiatan serta subkegiatan yang
dikelola oleh PA; dan
b. perhitungan jumlah dokumen pertanggungjawaban dari aktivitas
pencapaian output setiap subkegiatan dalam rangka pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berdampak pada
keterlambatan pelaksanaan dan pembayaran, sehingga diperlukan
pelimpahan.
Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus yang meliputi
Rumah Sakit Umum Daerah Tidar dan Rumah Sakit Umum Daerah
Budi Rahayu, KPA mempunyai tugas:
a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang
dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran,
melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;
mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab

SKPD yang dipimpinnya;

o

W
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W e

J. menyusun dan me rgmliﬁiim

Y ’ : : unit ©
bersifat khusys yq nyampaikan laporan keuangat

mengawasi ng dipimpinnya; i persifal
kKhusus ral pel.a‘,"‘sanaan anggaran pada unit 0 o
. me Yang dipimpinnya;
m. menut b kan PPTK SKpD;
. netﬂ k s » ' » : .
PKan pejabat lainnya dalam unit organisasl be

yang dipimpinny
dan PImpinnya dalam rangka pengelolaan keuang

n. melaksanakan t
Pemlldang-und

rganisa

rsifat khusus
an da!‘fﬂl"

3 wraturan
ugas lainnya sesuai dengan ketentuan per

angan,

G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

10. Penetapan :
p PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi poresr

kendali ;;ngfara" kegiatan /subkegiatan, beban kerja. lokasi,
15. Dalam 1hal t?;aﬁ pertimbangan objektif lainnya. prTm—
struktural, PA ]:lp terdapat Pegawai ASN yang m :
16. Pejabat fun s'i A dapat menetapkan pejabat fungsion
a. Sek gsional yang ditunjuk sebagai PPTK memiliki
urang-kurangnya ASN Golongan liib;

kriteria:

b. memiliki kem o : i
i, ampuan manajerial dan berintegritas; . .
¢. memiliki atau memenuhi jenjang jabatan fungsional ahli pertama,
dan/atau _
d. memahami tugas dan fungsi pekerjaan yang diberikan
atasan/PA/KPA.

17.Dalam hal sebagian kepala Bidang/Kepala Bagian/Sekretaris SKP{?
mendapat pelimpahan KPA, pejabat eselon IV/jabatan fungsional di
bawahnya menjadi PPTK.

H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

10. PPK SKPD dijabat oleh Kepala Subbagian Keuangan, atau Jabatan
Fungsional yang memiliki keahlian di bidang tata usaha keuangan
dan/atau akuntansi.

11. Ketentuan PPK-SKPD diatur sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah
1) Sekretaris Daerah : PA
2) Kepala Bagian . KPA
3) Kepala Subbagian : PPTK (tambahan), PPK-SKPD (tugas dan
fungsi keuangan dan/atau akuntansi)
4) Jabatan Fungsional : PPTK, PPK SKPD (tugas dan fungsi
keuangan dan/atau akuntansi)

5) Pelaksana : Bendahara Pengeluaran
b. Inspektorat Daerah
1) Inspektur Daerah @ PA
2) Sekretaris - KPA, PPTK (pilih salah satu)

3) Irban dan Auditor : -

4) Jabatan Fungsional : PPTK

5) Kepala Subbagian @ PPTK (jika Sekretaris menjadi KPA), PPK-
SKPD (tugas dan fungsi keuangan
dan/atau akuntansi)

6) Pelaksana . Bendahara Pengeluaran
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Sekretarig DPRD
2) Kepala Bagian

4) Pelaksang
]i)]lnaS/ Badan
3) Kepala Bidang

5) Kepala Subbagian /
Kepala Subbidang/
Kepala Seks;

6 ] Pelak sana
BPKAD

1) Kepala Badan
2) Sekretaris
3) Kepala Bidang

4) Kepala Subbidang

S5) Jabatan Fungsional :

6) Kepala Subbagian

7) Pelaksana
Kecamatan

1) Camat

2) Sekretaris

3) Jabatan Fungsional
: PPTK ,

4) Kepala Subbagian

5) Pelaksana
Kelurahan/ UPT
1) Lurah/Ka. UPT
2) Sekretaris

3) Jabatan Fungsional :
: PPTK
. Bendahara Pengeluaran Pembantu

4) Kepala Seksi
5) Pelaksana

12. Kriteria PPK, meliputi: o _
a. pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan

b.

tugas dan fungsinya; atau :
: t fungsional yang ditunjuk sebagai PPK dengan ketentuan:

Pejaba

: PA

: PA

g dan
si)

P ' an)
PPTK (jika mendapat pel:mg?)h(mga
PPTK (tambahan), PPK-SK T e
fungsi keuangan dan/atau

: Bendahara Pengeluaran

Kepala ]Z?inasf Badan :

PA J
KPA, PPTK (pilih salah satt

PPTK, KPA (jika dilimpahkan)
Jabatan FungsiOnaI . (J

PPTK
iadi PPK-
: PPTK (jika Sekretaris menjadi Klf’:g;ngan
SKPD (tugas dar‘a]I fungst
dan/atau akuntansi -
. Bendahara Penerimaan/ pengeluar:
KPA, PPTK (pilih salah satu) .
+ Kuasa E[SFL’JD (khusus _— Blt};ﬁg
Perbendaharaan), PPTK,
dilimpahkan)
: PPTK
PPTK . )
i i iadi KPA), PPK
: PPTK (jika Sekretaris menja b

SKPD (tugas dan fungsi
dan/atau akuntansi)

. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

PPTK

PPTK _
PPK-SKPD (tugas dan fungsi

keuangan dan/atau akuntansi)

. Bendahara Pengeluaran

: KPA
: PPTK

PPTK

1) berpendidikan sekurang-kurangnya D3;
2) golongan ruang sekurang-kurangnya llla; dan
3) memiliki keahlian di bidang tata usaha, keuangan dan/atau

akuntansi.
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J I!I-LNIMHMM
1, Hendalmra Pg-m.n'm
a. Wali Kul*. —
. — aksanakan
tugag k'2hlrndahzr::n“ﬂmlahara Penerimaan untuk m:‘ anggaran

Pendapatan pa dalam rangka pelaksanad

h, Bendaharg Pf-:,la SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku B:;g{mﬂ-
menyimpan, e neAn memiliki tugas dan wewenans gy sy
mnnalauaahakan'nyt;;‘?rkan ke rekening kasbk u,:nupendapﬂ‘a"

c. gj;:?nh yte:"g (Iiter’imdﬂ‘;::;. S — imaan
memiliki :u:;:a dan wewenang tersebut, Bendahard P perilut:
1. an wewenang lainnya paling sedikit 8¢ .

memint: ; B
Iaﬁmmld bukti  transaksi atas pendapatan yang diterima
a meﬁs]:mgmciami RKUD;,

(111.»1l ukan  verifikasi dan rekonsiliasi dengan Ront
& ¢tapkan oleh Wali Kota;

menelitj i i
eliti kesesuaian antara jumlah uang yang

yang

diterima dengan

jumlahyang telah di

2 ah ditetapkan;

dmenatausahakan I mempcﬂanggungiawabkan pendapatan
" aerah yang diterimanya; dan

menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah,

4 Dale}m hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,
Wali Kota dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu
pada Unit SKPD yang bersangkutan.

€. Bendahara Penerimaan pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh

; kepala SKPD kepada Wali Kota melalui PPKD.

Bendﬂ_hﬂrﬁ Penerimaan pembantu memiliki tugas dan wewenang

sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Wali Kota. .

g Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling
sedikit meliputi;

1. menerima, menyimpan, dan menyetorkan sejumlah uang dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD,
kecuali untuk transaksi secara elektronik;

2. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

3. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Wali Kota;

4. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

5 menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan

daerah yang diterimanya; dan

menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan

pendapatan daerah.

h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan pembantu
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

i, Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungiawaban secara administratif
atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

j. Bendahara Penerimaan pembantu bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

administratif atas penerimaan pada Unit SKPD dan disampaikan
kepada KPA.

&
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Bendan
ara Peperd
S penerim aporan pertanggungjawaban % elaku
BUD. Aan pada SKPD dan disampaikan kepad? PPKD
Benda}hara Penerimas _ -
fungsiona) Timaan  pembantu  bertanggung ) cars
f i (Iengﬂn . e wab n 5
ungsional membuat laporan pertanggunBIa™ o oaiyan
o alas i B n disampa)
kepada Bcndaharm;m“m*‘a" pada Unit SKPD dan
K a Penerimas
epala SKPD atag yayl Be 1o oot menetapka
Pegawai yq sul Bendahara Penerimaan dap2t untuk
mEningkei'kgg benqg,ﬂﬂ membantu Bendahara penerimagn
Pegawai n efektivitas pengelolaan Pendapatan Daerab. .
Yang  bert hara Penerim
melaksa rtugas membantu  Bendahar o
nakan ty : . dengan lingk
Penugasan Igas  dan wewenang gesual
Pegawai yang ditetapkan kepala SKPD. . dalam
melakﬁan{zﬂ?{“g bertugas membantu Bendahara Penenmaﬂi"r‘]dahara
s a :
Peneﬁmaan,n tugasnya bertanggung jawab kepada
Pegawai ‘
Pe%na;vm yang bertugas membantu Bendahara Penenm
Al yantu Bendﬂhaj'a Penerimaan.

- perr?]_l,n hal Bendahara Penerimaan/Bendahara
1) B: ntu berhalangan dalam melaksanakan fungsinya: p—_—
ndah&.‘m Penerimaan /Bendahara Penerimaan pem

memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditu

aan disebut

Penerimaan

njuk untuk

melakukan penyetoran dan tugas Bendahara
P!}'HEnmgan/ Bendahara  Penerimaan pembantu gengs
diketahui ~ Pejabat  PA/KPA,  apabila Bendanar

perhalangan

Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu .
sementara dengan jangka waktu 15 (lima belaas) hari sampa
dengan 30 (tiga puluh) hari kalender; dan

2) Dilakukan penunjukan Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan pembantu dengan Keputusan Wali Kota, apabila
melebihi 1 (satu) bulan dan diadakan berita acara serah terima.
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AN BAB 11
GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. PENDAPATAN DAERAY

3. Ketentuan terkait

a. p
lfn?rgit?“ transfer terdiri atas:
B Tacie Pemerintah Pusat; dan
e sfer antardaerah . rincian
| obgs;cﬁk%i APBD menurut akun, kelompok, j€nis g dasarkan
ke‘]ﬁ » Subrincian objek Pendapa{an transfer dikelola a
enangan pengelolaan keuangan pada SKPKD-

pendapatan transfer meliputi:

Bagian 1: Transfer Pemeri
a T Pemerintah Pusat _ dan Danad
lﬁfﬁ’;‘ Plgmenntah Pusat terdiri atas Dana Peﬂmbi.’:lgan pusat
el aerah. Pengalokasian transfer Pemeran perundang‘
undangan an sesuai dengan ketentuan peratu '
/ Alokasl
Eﬁzz Peﬂmbangan terdiri atas DBH, DAU.s dat_‘l D;g;a Transfal'
y us. DBH dan DAU merupakan kategor! arn o Transfer
mum, sedangkan DAK merupakan kategor dari Dan
Khusus,
1) 21131:1 terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi h
2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dla]okgsérk?n‘h
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antarda i
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksan
Desentralisasi; %
3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daera
untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai deng
peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas
Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non- Fisik.
¢. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertt_antli
dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan
dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
d. Pengajuan pembayaran subkegiatan yang dibiayai dari dana
transfer dilakukan melalui mekanisme SPM-LS.

asil sumber daya

D. BELANJA DAERAH

3. Ketentuan Terkait Belanja Modal

Ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya,
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

1) berwujud;

2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;

3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
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" dan
dip\‘.‘ml
D Eh at_a -
alam hal tid y dlhangu“ dengan maksud untuk digu"al'.mn-- 1
memenuhi kriteria batas minimal kapP italisas’ _aSC
Batas minimal

tetap di

» .langga_r

k:g:mhs&%i aselza:;t: alam belanja barang dan jasa-
tetap dianggarp diatur dengan Peraturan Wali Kota-

kan belanja modal sebesar harga perolehal'l-

¢ ditamba

2 K.elﬁmpokbe
lan; =
1) cBiFlanja TanJ; m{;}c_i&l dirinci atas jenis: Jrag—
iperoleh den’ gunakan untuk menganggarkaﬂ tan L
5 Operasiona] Perﬁan_ maksud untuk dipakai dalam lfegikai
) Belanja Perl, erintah Daerah dan dalam kondisi S12P dip2 i
Peralatan dan tan dan Mesin, digunakan untuk mengang;gal'tgr
El-l_at elektmnjkm?sln mencakup mesin dan kendaraa{l berml‘..)an s
nilainya Signiﬁ,k inventaris kantor, dan peralatan lainnya }Iduﬁ
belas) bulan 4 an dan masa manfaatnya lebih darn 12 |
3) Belanja @ ;n dalam kondisi siap pakal.
mengﬂnggar;m:l ng dan Bangunan, digunakan s
gedung dan bangedung dan bangunan mencakup SﬁUft'ﬁk
dipakai dalam gunan yang diperoleh dengan maksud lll'ldan
dalam kondis; .kEg"f‘ta-n operasional Pemerin Daerah
4) Belanja Jallsmp dipakai. | "
menganggarka-nj .11‘18331., ) da:n Jaﬁﬂgﬁn, digl.lnakan untu
irigasi, dan ?fnam;]aia“’ irigast, dan jaringan meqcakup jalan,
serta dimil'],u‘] gan yang dibangun oleh Pgmenntah Dae
iki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan
5) galfm- kondisi siap dipakai.
a:e?njtit: Set;:emp Lainnya, digunakan untuk menganggarkan
dik&lompopkk innya mencakup aset tetap yang tldak. dapat
fan dimanfan ke dalam kelom!:ok aset tetap, yang dlpe_ro]eh
Dapsah dan ;:than l-ln‘tu}!-c_ kegllatan. operasiona] Pemerintah
6) Belanja Aset L.:::ul:nnk{mdls.l siap dipakal.
tetap yang ti nya, digunakan untuk
Pemeﬁz};tahg Dmiak v untuk K
Bsione .ik&erah,_ tidak memenghl defi
tercatam;:aj an di pos aset lainnya sesuai dengan
i‘::f;ljft rnod_al aset lainnya digun_akan untuk menganggarkan aset
tap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan
di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnva
e by |

2) ti_da%c.mempunyai wujud fisik;
3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa

atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas

kekayaan intelektual;
4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan

5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.
Realisasi Belanja Modal dilaksanakan sesuai dengan jenis

kebutuhan dan volume yang telah direncanakan dan tertuang

dalam DPA.

gengajuand gralipuieUEeh modal atau barang inventaris
ilampiri dengan surat pernyataan pengadaan ba )

daerah hasil cetak/output dari SimAset. ru barang milik

untuk

menganggarkan aset
eperluan operasional

nisi aset tetap, dan
nilai
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CONTOH SURAT ['-‘ERNYATAAN PENGADAAN BARU k

P[‘MER'P‘ TAH KOTA MAGELANG
— SKP]) '"“::—~—-u—.._.._._._,._:_"..

~ E PI‘N(JADMN BARU

SURAT PERNYATAAN
NOTOF : 027 / «.uovvvves [ onnennnes

‘E‘ggal """"""" bulan ... tahun oo berter
ota Magelang, yang bertandu tangan dibawah ini :

Pada hari ini .. apat di gKPD

Nama .
NIP A
Pangkat/Golongan : g
Jabatan 2
: Pengurus Barang
Selaku Pengurus Bara lan menyatakan
bahwa, telah dilakukan g Kota Mageliiiy jaerab yang

1kan pencatatan dan barang mili
pembukuan sebagai b
diperoleh dari Pengadaan APRp dengan rincian sebagai berikut :

Kode Sub Kegiatan
Nama Sub Kegiatan
Kode Belanja
Uraian Belanja
Bentuk Kontrak

a. Nama Penyedia

b. Nomor

¢. Tanggal
Tanggal Perolehan
Nllal ..................................

*) Rincian barang sebagaimana 1erlamp|r

................................
................................
................................
.................................
................................
--------------------------------

................................

---------------------------------

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, apabila terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan

Mengetahui,
PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG Pengurus Barang
XX XX
NIP. XX NIP. XX
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Nomor ID
Anggaran
DPAID
Kegiatan
Rekening
No. BAST
Tanggal BAST
No. SPK
Tanggal SPK
Uraian SPK
Jenis
Penyedia
Nilai (Rp.)

No. Kode Barang

-9.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SKPD,._

L T T Py

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN
PENGADAAN BARU

Spesifikasi Jml.

1

Nilai (Rp.)

o

......

.....................

Jumlah Total

........................

catatan :

Data tersimpan dalam
mandjeman aset pemerintah

KOTA MAGELANG, w.ocvusemmonssissses

aplikasi  sistem  informasi Pengurus Barang
kota magelang

NIP: XX
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BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Kerangka
Pengat an
tilaerah adalah ieb:::i]bdalam pelaksanaan dan penatausahaan keuang

Semu 3 erikut:
APBDadzznel-lmaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan iaﬁ?;
melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelo’d

Daerah, BUD melakukan pencatatan

2. PA an Pengeluaran Daerah tersebut.
/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau

badan yang menerima at : h wajib
au menguasai uang/kekayaan daera
menyelenggarakan Penatausahaan g:esuai dengg{in ketentuan peraturan

3 ggundang.undangan.

' bgi};?garf’agg menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen ¥ at:g

wapn engan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau

Rebooaaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab Sanns

dimaksud rll{lagzna.l o ANt yung thebul dari peRgses - n
g €benaran material merupakan kebenaran atas penggunaa

ke\%in:;?gaﬁa;e‘ 111)35;11 }fanli dicapai atas beban APBD sesual dengan

: Jabat yang bersangkutan. !

4. Wali Ko.ta dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dar{
yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesual
dengap ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penerimaan Perangkat Daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak
dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran
atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut )
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas Beban !
APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.

7. Wali Kota dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas
beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

8. Untuk pelaksanaan APBD, Wali Kota menetapkan:

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat

ertanggungiawaban;

d. gejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

f Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran
pembantu;

. Bendahara khusus;

ﬁ_ pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD; dan

i. Keputusan Wali Kota tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan
APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

9. Dalam hal penetapan_pe_;abat _untuk pelaksanaan APBD terkendala adanya
perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan, Wali Kota menetapkan
pejabat untuk pelaksanaan APBDI fada tahun anggaran berkenaan dan
dapat melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah sesuaj dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Daerah d
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K. PELAKSANAAN ppp
Ketentuan Umy
Belanja daerah
penguran
berkenaan. Be
Kas Umum p,

merupakan keynair. yang Mengurangi ekuitas dana lancar, yansg

1.

a.

b.

- i gebag
& nilaj kei}; :emua kewajiban daerah yang diaku! -

anja daey :
etah ah melj

-11.

PENA’
m o ATAUSAHAAN BELANJA i
£

an :
Rekenmg

N bersih dalam periode tahun
PUti semua pengeluaran dart mana

2 ja
. ajiban daerah afl. Belan]
d nggar ;
qﬁ?ﬁuglmg“"akm dalam rangliamel:katu ii"ﬁmiaig pemc““tahzﬂ
! i km‘enangan Daerah o dengan ketent!
Pem“da“g‘l-lndangan_ vang ditetapkan
Pelak i
e - esg:;a;]eseléinja diatur sebagai berikut: 1 sah
mengenai hfkuaran harus didukung bukti yang lengkap 44
Pengeluaran }g’a&ng diperoleh oleh pihak yang menagih. dak dapat
dilakukan sebeﬁ, Yang mengakibatkan beban APBD tidak Tor,

ditetapkan dap g;

M rancangan Peraturan Daerah tentang

Pengelu undangkan dalam Lembaran Daerah.

engeluaran kag ra Juaran
terse di i enge

keadaan darurat ersebut di atas tidak termasuk P

ketentu:m Peratur
Bendahara Pengeluy
melaksanakan pemp
1) meneliti kelengk

oleh PA/KPA bes,
2) menguji kebenaran

dokumen pembayaran; dan
3) menguiji
Bendahara

E an
dan/atau keperluan mendesak sesuai dens
an perundang-undangan. -
aran/Bendahara  Pengeluaran ~ pemban
ayaran setelah: T
dpan dokumen pembayaran yang diterbitka
erta bukti transaksinya; dalam
perhitungan tagihan yang tercantum da

ketersediaan dana yang bersangkutan ‘ajib
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran pembantu WeJ

menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan
tidak dipenuhi.

Bendahara

Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran ~ pembantu

bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya. ;
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai
wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Wali Kota ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada ‘Bendahara
Pengeluaran pembantu untuk pelaksanaan subkegiatan pada
Unit SKPD.

proses belanja menggunakan UP, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  pembantu  dapat
melakukan pembayaran secara sekaligus I_angsung kepa_da
penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar
terlebih dahulu kepada PPTK. . .
Pembayaran belanja secara sekaligus kepa}da !)En}‘edta
barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA,’KF{\Iyang
dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan
oleh PPTK.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-12 -

4) P ; 2 cara
] nf:?:f 78N uang panjar berdasarkan NPD di!?kngnndsaaellara
Peﬂgelr:xm mealui pemindahbukuan dari ,-ekemngke erekenins
PPTK. aran/Bendahara Pengeluaran pembantd
5 g ran
] E:lt'.lnm hal uang panjar lebih besar dari realisashpcgliti::gl?sud
98, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar

an
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluar

pem : i D
bantu  melalui transfer ke  rekening ..]laiia uang

Beluaran/Bendahara Pen ran pembantu.

lEamar lebih kecil dari realisasgie::f:nbayapr‘:n belanja, Bend?}hﬂz
engeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantt We";;%:.
6) P;Turangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekeniif == /o
rtanggung jawab secara formal dan mawﬂadahara

Pe aan uang panjar yang diterima dari Ben
) B ngeiuaran!Bendahara Pengeluaran pembantu.
ertanggungjawaban uang panjar dilaksanakan
(sepuluh) hari kerja setelah uang panjar diberikan.

Penggun

paling lama 10

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. l:elaksanqan Belanja Menggunakan Uang Panjar
) Pengajuan Uang Panjar

a) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan
rencana pelaksanaan subkegiatan dan DPA SKPD.

b) PPTK menyiapkan NPD.

¢) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/ KPA  untuk
mendapatkan persetujuan.

d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikannya kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu.

e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara
nontunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu ke rekening
PPTK.

2) Pelaksanaan Belanja

a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan
belanja sebagai pelaksanaan subkegiatan yang dikelolanya.
Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai  syarat
keabsahan belanja secara material.

b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau
pelaksanaan subkegiatan telah selesai, PPTK menyusun
rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar
dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya
diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
diverifikasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban belanja.

¢) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja
terdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar yang
diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran
kekurangan pembayaran tersebut secara nontunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke
rekening PPTK.
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P e ]

. ?mdamrk"‘“ hasil verifikasi  atas rekapitula®! -b;t]fl:zn

erdapat kelebihan uang panjar, PPTK mela o

Pengembalian  kelehihan uang panja o ”mm'ng
melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK K& T

Ben
Pelak dahara Pengeluaran,

Sanaan Belanja Tan R )
pa Uang Panjar ataft

a) PPTK melakukan belanja se%mgai pelaksanaan Wb-kzgl:gt;n

yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksl d€

Pihak penyedia bar '
ang/jasa. g
b) Atas belanja yang d:lakukan. PPTK  diwajibkan ur:::j‘:
ITendapatkan bukti belanja yang sah sebagal &
eabsahan belanja secara material. PPTK

c) Berda.ssarkan bukti-bukti belanja  yang sah,
menyiapkan NPD. K

d) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA s
mendapatkan persetujuan.

€) PA/KPA memberikan persetujuan terh
menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran
Pengeluaran pembantu. . ;

f) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi
belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
untuk diverifikasi. ) 3

g Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti
yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara
tunai/nontunai. )

h) Pembayaran secara nontunai dilakukan melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu ke rekening
pihak penyedia barang/jasa.

Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai
berikut:

1) meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

2) meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

3) meneliti  keabsahan bukti belanja termasuk
bukti/pernyataan atas pencatatan/pendaftaran BMD;
dan

4) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam bukti transaksi.

b) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi,
Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk
melakukan perbaikan atau penyempurnaan.

c) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan
LPJ Penggunaan UP.

Kas Bendahara

Bendahara Pengeluaran dapat menyimpan uang tunai dengan

mempemmbﬂngkan besa.ra.n anggaran dikelola dengan

ketentuan sebagai berikut:

adap NPD dan
/Bendahara
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a] Paling ba juta

"8 banyak sebesar Rp30,000.000,00 (tiga PuluP It

rll:;:flr]:)ml:; st sl anggaran dibawah Rp 5.000,000.000,00

b} al" rmpla‘h};

&;&i]b"?yak sebesar Rp 40.000.000,00 (empat
(sepih'ﬁ;l‘afl.mpiahl sampai dengan Rp 10.000.000.000,

. miliar rupiah); dan ;

fél‘f‘i banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh J4%

e dengan  nilaj anggaran lebih ~ dan p

10,
0 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
EMBAYARAN

. Ketentuan Umum

P .

ngngtﬁ::an Pembayaran  dilakukan  oleh Bendahﬂl'al

beittbe ;r:;‘f Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses ?was

o Y oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligu
gal proses pembebanan rekening Belanja.

B
ermintaan pembayaran diatur sebagai berikut:

a gﬁg%ahbzra Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA’meIalm PPK
2 rdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan

engan SPD.

b. Pengajuan Spp kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran
SKPD cllan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.

c. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran
anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran
pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen
lain yang dipersamakan dengan SPD.

d. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP
UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP yang dapat
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP
TU dan SPP LS.

e. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan
SPP UP diajukan dengan melampirkan keputusan Walikota
tentang besaran UP.

f. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan
SPP GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban
penggunaan UP.

g. Besaran UP dan GU ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

h. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat
mendesak, tidak dapat menggunakan SPP LS/ SPP UP/ SPP GU,
dan/atau belanja subkegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

i. Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan
dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaannya. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam
1 (satu) bulan setelah pencairan, sisa TU disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian

rencana penggunaan dana.
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kan uﬂwk:

1. Ketentu
b satu) bulan;

l) Kegjatan
dan/atay

atas waktu penyetoran sisa TU d_ikf’cuah
yang pelaksanaannya melebihi 1 (

yang telah

2) Kegi 4
glatan rendali

' yang mengalami perubahan jad
dite ami peru  j
PA/ t[?P:an sebelumnya akibat peristiwa

Penerbitan gap,
Bendahara pep,

wal dari
di luar

’ oleh
pengajuan dokumen SPP LS dilakukar

o geluaran untuk bayaran:

;]) 8aji dan tunjangan; jasa; dan
tepada pih.ak ketiga atas pengadaan barang dan Jasaj; tentuan
p:r:&a pihak ketiga lainnya sesuai dengan =€

ran daan
L 2 perundang-undangan.

Pengajuan dokumen SgPP LS gzﬁtuk pembayaran ge:%;hara

Femng dan jasa dapat juga dilakukan e sr:ebagiaﬂ
ngeluaran  Pembantu dalam hal PA melimpahkan

kewenangann
; ya kepada KPA. aan
m. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran Pengac

barang dan jasa oleh Bendshara Pengeluaran/Bendabare
Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bar
sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

5 Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persy aratan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,.

Terkait hal tersebut di atas, diatur beberapa ketentuan sebagai

berikut:

a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan subkegiatan, SKPD
diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Walikota tentang besaran UP, yang ditetapkan satu
kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan
pertimbangan:

1) ketersediaan kas di RKUD;

2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan
mekanisme LS; dan

3) besaran anggaran SKFPD.

¢. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Walikota tentang
besaran UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran
bahwa uang persediaan akan digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah
diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi
besaran UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-GU;

2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan
subrincian objek;

3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.

e. Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak

terkait lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Pengajuan permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan

dalam SPP TU yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-TU;
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2) Rincian mpai dene%”

: belanja i TU-nya S2
subrincian objé]k_ yang diajukan

[ ; ng dari

gekllajllljla LS adalah belanja yang dananya ditransfer Iang:llllaaiaran

il d ke reke_ning pihak ketiga. Meskipun dem! f.‘; pES dengan

an tunjangan dikategorikan sebagai Dela® o RKUD

Ezﬂlmbangan transfer dananya d.liakl-lkan langsunS ngelua"an’{
bengzl}:mma (tanpa melalui rekening bendahard
g. SPP Lsam pengeluaran pembantu). . nakan untuk
LS kepada pihak ketiga lainnya FEUT
pembayaran, meliputi:
3) bantuan sosial berupa uang;
g] subsidi; ’
) bagi hasil; i
6) belani ' li kEICblhan
) lanja tidak terduga untuk Pengemba lnansebelumnj’aJ

penerimaan yang terjadi pada tahun ange:
dan
atas putusan

7} pembayaran kewaii . D ah :
ajiban Pemerintah aer o

g‘;’?{gﬁdﬂaﬂ’ dan rekomendasi APIP, dan/atau rekomend

' lengkapan

h. Pﬁ"gﬂ;iuan SPP-LS harus disertai dengan berbagal kek tentuan
sesuai dengan jenis pengajuannya —

peraturan  perundang-undangan. Pengajuan i
Pembayaran LS ini didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdir!
atas:
1) Ringkasan SPP-LS; ;

nya sampai dengan

2) Rincian belanja yang diajukan pembayaran
subrincian objek. e
i. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing
untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik
kepada PPTK.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP
1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan
besaran UP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota;
2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran
UP tersebut kepada PA melalui PPK-SKPD.
3) Pengajuan SPP-UP oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari
PA/KPA melalui PPK-SKPD hanya dilakukan sekali dalam satu
tahun, selanjutnya untuk mengisi kembali saldo UP digunakan
SPP-GU.
4) UP dapat dipergunakan untuk pembayaran belanja barang dan
‘asa dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah) dan belanja modal dengan nilai paling banyak Rp
2 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). i
b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU
1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui
PPK-SKPD  dilampiri Surat Pengesahan Laporan

Pertanggungjawaban UP.
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» dBi{:'a‘s;rt:lrrllggu E;th -GU adalah sebesar upP e
ngjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran-

’ ggﬁ?f}c}fmffﬂﬁ?;‘ apabila UP telah dipergunakan paling sedikit

” i:ﬁg:ig::nﬁu da‘]g;ms:tlu bulan dapat di ajukan lebih g}f{ig)f‘am

6) Ba membuka dan menutup Buku Kas Ur!;:eﬂ;i’er diatur

de:::;asnggal pengajuan SPP-GU pada bulan D
7) Pengajuaum'; Edaran Wali Kota. da terima
penyam n SPP-GU pertama, dilampiri dengan . tahunan
tahu paian laporan barang semester Il dan laporall tentuan
5. rtan ;‘?bem?‘l{\}’a secara lengkap dan sesuai den o Neraca
Sem ilampiri Berita Acara Rekonsiliasi Aset e oleh
Pet E?t?' Il tahun sebelumnya yang dimndamga?:nasing
Perag:gi:t ﬁ? arang dan Pengelola Keuangan masiné
8 : aerah dengan contoh format terlampir. ester
Pengajuan SPP-GU bulan Juli atau pengajuan sctelah 8t
I, dilampiri dengan tanda terima penyampaian laporan g
semester | tahun berkenaan secara lengkap dan sesuai dengat
ketentuan serta dilampiri Berita Acara Rekonsiliasi Aset da};
Neraca Semester 1 tahun berkenaan yang ditandatangar e
Pengelola Barang dan Pengelola Keuangan masing-masing
Perangkat Daerah dengan contoh format terlampir.
9) Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja pengguna2s i o
disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkarn:
a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti tran'sakSl
yang lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajaxan
terkait.
b) Pengajuan Permintaan GU yan
SPP- GU.
c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1) Pengajuan Permintaan Belanja TU:
a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan

didanai TU, berdasarkan rencana subkegiatan dan DPA-
SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut
memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU,
yaitu:
(1) kegiatan yang bersifat mendesak;
(2) tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.
b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU
sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang
didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja
TU.
PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan
persetujuan.
Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar
Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.
d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian
Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah
pengajuan permintaan belanja TU yang ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota.
d. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
1) Bendahara PﬂHEEIuarm/Bendﬂh&m Pengeluaran pembantu
menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar

g didokumentasikan dalam

c)
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bantu

Meneliti rer, .. <"&¢lUaran,Bendahara Pengeluaran  Pert ¥
a) me i 2 belanja Ty dengan langkah sebagal berik fanja

oti dokumen DPA untuk memastikan bahwa D
b 5k melebihj g ; k
| EL?:E}Tt dokumen IST‘IIS)a mmk memastikan dana untt

. cTXait telah disediakan:
Menelit; Z 1sediakan; dan en yang
3) B Mendagers . 1ngan pengajuan TU dan/atau dokum

i : tu
me];i?:akr:n Pe"g"-‘h-"amn/Bendaham Pengeluaran gf;nnbggp.

;" PXan Permintaan Ty yang didokumentasikan d

c)

ahara tu

Mmengajy Pengelu:ﬂan/ Bendahara Peﬂgeluaranwpetl:rﬁut

kepada p jgps —c.Juan permintaan pembayaran

Pengajuan pe. o A Melalui PPK-SKPD. .

1 Permintaan Pembayaran LS Qaji dan Tunjanged

Wiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tuﬂ.laﬂgag S:’ daii
Tunjanggn PeNgajuan  permintaan pembayaran LS Ga&

%) Rekapitulasi dafiar oui . . y

ga)1 dan tunjangan dilengkapi: )

3 Da'fl;ar Perubahan data pejgaw;gm yang ditandatangani oleh

b) gej"flbat S€suai dengan kewenangan; i yang

alinan dokumen pendukung perubahan data pe-gaW?.l y
telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi:
(1) gaji induk:;
2) gaji susulan;
kekurangan gajj
(4) gaji terusan;
(5) SK CPNSs:
(6) SK PNS;
(7) SK kenaikan pangkat;
(8) SK jabatan;
(9) kenaikan gaji berkala;
(10) surat pernyataan pelantikan;
(11) surat pernyataan melaksanakan tugas;
(12) daftar keluarga (KP4);
(13) fotokopi surat nikah;
(14) fotokopi akta kelahiran;
(15) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)
gaji;
(16) surat keterangan masih sekolah /kuliah;
(17) surat pindah; dan
(18) surat kematian.
Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan
peruntukannya. _

3) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan_
dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran memvenﬁkas*
rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah sebagai

ikut:

:;mmeneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa
anggaran; , L

b) meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah
disediakan; dan
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¢) meneliti valig: aii.
4) Berdasait:: validitas perhitungan dokume” daftar & ‘i;engeluafa
N hasil verifikasi, Bendal Ls Gajl d

an

i
Nnixg?mn gang _didokumentasikan dalam 4a PA melalui
PPK-SKPD, engajuan tersebut disampaikan kepa

Jasa

f. Pengaj ;

1) Eﬁi’hi?;"“ intaan Pembayaran LS pengadaan Ba;ng ae bantu
fiafind engeluaran/Bendahara Pengeluar mengact

nyiapkan LS Pen jan Jasa dengafl n
kepada ber gadaan Barang dan P Dokume
pen erita acara dan dokumen pengada

gadaan yang dimaksud, meliputi:

a) dokumen ke ksud, me iputi:

hoita ntrak;

o o )

i acara kemajuan peke:jaap;

e berita azara penyelesaian pekerjaan; =~
f) berita a RS Mt torioi Nargig ek 0

Aacara pembayaran;

g} Surat jaminan bank;

i]) ;;1:131‘:1 ;ﬁferir:;i) /keterangan ban k;
RKUD: P ayaran dari bank

j) surat pernyataan kesanggupan dari
untuk menyelesaikan pekerjaan seratus pers
dengan berakhir masa kontrak;

k) dokumen lain yang dipersyara
dananya sebagian atau seluruhnya
penerusan pinjaman/hibah luar negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan

kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan

jasa yang dilakukan.

9) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa
dengan langkah antara lain:

a) meneliti dokumen SPD ter
untuk belanja pengadaan
diajukan telah disediakan;

b) meneliti dokumen DPA untuk mem
pengadaan barang dan jasa yang
melebihi sisa anggaran; dan

¢) meneliti kelengkapan dan vali
pihak ketiga, Berita Acara Serah Teri
dokumen pengadaan barang dan jasa.

3) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu menyiapkan
pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan
Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang

dan Jasa.
4) Bendahara Penge

yang sama dﬁl‘lgﬁn ba'nk

sinal lain/rekana
en sampal

kait untuk memastikan dana
barang dan jasa yang akan

astikan bahwa belanja
akan diajukan tidak

ditas perhitungan atas tagihan
ma (BAST), dan

luaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS Pengadaan
Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.
g. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya
1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu
kepada Keputusan Wali Kota dan dokumen pendukung lainnya.
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] ,.,;-m:::i

2’ “(‘m”“
N Pengai . . .
CIEAUAN LS kepada pihak  ketigi j“mmﬁdillilunsx:

dengar ketentuan

. i
berdasaria Ke peraturan - perundang undangar, dokumen
Pendukung 14 eputusan  Wali  Kota dan/atat Hendahars

A Y s T Yo . B
|'t'ng.-f1|mmm ya  yang telah  diverifikasi aleh
3) Ben . ’
Ndaharg ""”P}"]Uamnﬂhzmlalmm Pengeluaran pr:mh.mlu

memverifikay
Sesual  den
den

#)

i rencana pembayaran kepada pihak ketiga lﬂlllﬂ?’:

. AN kl."f.'l’}tuan [Hfl"l'-i'll..lrﬁn pcruntlang-undan?/‘

gan langkah antara lain: ,

meneliti  dokumen DPA untuk memastikan bahwa

Pembayaran kepada Pihak Ketign lainnya sesuai dengan

kf’tf’"t“"“ peraturan  perundang-undangan  yang akan

le_]UkFil"l tidak melebihi sisa anggaran;

meneliti dokumen SPD terkait untuk memas

untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya S€

dengan  ketentuan peraturan pcrundang-undﬂﬂgﬂn yang
akan diajukan telah disediakan;

€} meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan
Keputusan Wali Kota dan/atau dokumen pendukung
lainnya.

d) berdasarkan hasil verifikasi, . Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan
Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang
didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga
lainnya.

€) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak
ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK- SKPD.

tikan dana
guAl

0. TEKNIS PENGAJUAN SPP

1. Persyaratan pengajuan SPP-UP, meliputi:
a. surat pengantar SPP-UP;
b. ringkasan SPP-UP,
c. rincian penggunaan SPP-UP; dan
d. lampiran lain yang diperlukan mencakup Buku Kas Umum, register
penutupan kas, laporan penutupan kas, berita acara pemeriksaan
kas, laporan fungsional, dan bukti setor sisa UP tahun sebelumnya.

9. Persyaratan pengajuan SPP-GU, meliputi:

Surat pengantar SPP-GU;

Ringkasan SPP-GU;

Rincian penggunaan dana SP2D-UP/GU yang lalu;

Bukti transaksi yang sah dan lengkap;

Laporan pertanggungjawaban UP;

Laporan mutasi barang bulan sebelumnya; dan

lampiran lain yang diperlukan mencakup Buku Kas Umum
register penutupan Kkas, laporan penutupan kas, berita acara;
pemeriksaan kas, dan laporan fungsional.

®moan oD

4. Persyaratan pengajuan dokun?en.SPP-‘I‘U Belanja Tidak Ter Fo—
berupa santunan kematian, meliputi:
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5. Persyaratan pen

unt

- R N -

gt e

6. Persyaratan pengajuan SPP-LS diatur sebagai berikut:

a.
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Surat Pengan :
ringkasan SP:-'*E-L;'S? "Euan 8PPTU;

rincian pep ’
kw?tanslixagg;gunaan SPP-TU;

j - uga
uk tangga dgajuan dokumen SPP-TU untuk Belanja tidak terd
surat pgfn é}anmtaurat bencana, meliputi:

. r - ;
ringkasan Spppy. 53 2N SPP-TU;
rincian penggunaan s ;
kuitansi dinas (A2); PP-TU;
RUItanSi berl-netera’i;

EZTohonm Peéngunaan anggaran BTT;
B :;nfl Kebutuhan Belanja (RKB);
Wuan PPKD tentan , ; i
g penggunaan BTT; ali
Eerny ataan tanggap darurat bencana dan/atau Keputtisas v
ota tentang penetapan status keadaan darurat; I
surat pemyataa,n tanggungjawab mutlak dari SKPD penguSU ’
fotokopi rekening bank; dan
dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan
undangan.

perundang'

Persyaratan pengajuan dokumen SPP-LS untuk gaji dan tunjangar,

meliputi:

1) lembar kontrol;

2) surat pengantar SPP-LS;

3) ringkasan SPP-LS;

4) rincian penggunaan SPP-LS;

5) surat pernyataan pengajuan SPP-LS;

6) surat pernyataan tanggung jawab belanja pen

7) jumlah pegawai negeri sipil daerah penerima
struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan umunm,

8) daftar jumlah pegawai negeri sipil daerah, jumlah jiwa,
besarnya jumlah belanja per golongan;

9) daftar jumlah pegawai negeri sipil daerah per golongan per
jabatan;

10) rekapitulasi gaji;

11) daftar gaji;

12) rekap bukti potong PPh Pasal 21; dan

13) kuitansi A2.

Persyaratan pengajuan dokumen SPP-

penghasilan, meliputi:

1) lembar kontrol;

2) surat pengantar SPP-LS;

3) ringkasan SPP-LS;

4) rincian penggunaan SPF.’-LS;

5) surat pernyataan pengajuan SPP-LS; ; .

6) surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-LS;

7) kuitansi A2;

gajuan SPP-LS;
tunjangan jabatan

dan

LS wuntuk tambahan
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8) rekapitulagi pembe

?} daft.a.r Penerima t4
ey oling PPh Paga) 31 angan Profes
Gury e Pengajuan dokumen spp-LS untuk TunianBad pygp,
U.l'.u PNSD an T-una i Guru Nonsertlﬁka

meliput;: jangan Profesi

lembar ko ntTD];

SUrat pengantar gpp. .
3) ringkasan SPP.LS; -

4) rincian
Penggunaan Spp-Ls
5) fntokom,’aalinan SPD;

Surat pernyata i S; :
7) surat perp an pengajuan SPP-LS; juan SPP-LS;
: yataan tan j belanja penga)
o kuitans; A2; SR ;
Perincian Penggunaan jangan
: anggaran Tunjang :
10) - T_Un}an_gan Profesi Guru Non Sertifikasi _PNSD !5
1 rekap{tmasl Per golongan dengan jumlah pajaknya;
12]' rekapitulasi jumlah guru;
3] rekapitulasi Penyaluran ke kas daerah;
14; Eekf:xpltulasi sisa dana; 121)
2Har pemotongan pajak penghasilan (PPh Pasa ; rima
15) rekapitulasi jumlah gju.rl.;llz'yal'llg;l berhak namun belum mene
tunga'ngan profesi guru; dan
16) e-billing PPh Pasa] 21,

+ Persyaratan pengajuan dokumen SPP-LS untuk BPO Pimpinan
meliputi:

1) lembar kontrol;

2) ringkasan SPP.Lg;

rincian penggunaan dana SPP;

Surat pernyataan pengajuan SPP-LS; .

Surat pernyataan tanggung jawab belanja pengajuan SPP-LS;

6) daftar Pengajuan SPM: .

I[])wfi{nmh pengeluaran/disposisi Ketua DPRD dan Wakil Ketua
PRD;

pakta integritas masing-masing penerima BPO Pimpinan;

9) kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

10) perincian penggunaan BPO Pimpinan bulan lalu; dan

11) fotokopi kuitansi bermeterai. ;

Dalam hal untuk dukungan dana operasional lainnya, dilengkapi

dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pemohon

dan fotokopi surat permohonan.

Persyaratan pengajuan dokumen SPP-LS untuk BPO Wali Kota/

Wakil Wali Kota, meliputi:

1) lembar kontrol;

2) surat pengantar SPP-LS;

3) ringkasan SPP-LS;

4) perintah pengeluaran/disposisi Wali Kota atau Wakil Wali Kota;

dan
5) kuitansi A2.
Persyaratan pengajuan dokumen SPP-LS untuk

pemungutan retribusi/pajak daerah terdiri atas:
1) lembar kontrol;

2) surat pengantar SPP-LS;
3) ringkasan SPP-LS;
4) rincian penggunaan dana SPP-LS;

rian tambahan penghasilan;
mbahan penghasilan; dan

D
i Guru PNS
Profest sam jalan);

insentif
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g; I\ullansi A2 .
IKhtisar ta aerd 3
" eputy Sanrgﬂ dan realisasi penerimaan rembUSlf pajak n

Wali K :

pembay- ; i Kota tentang penerima

8) daftar}ar;:lnsennf!'etribusifpajak daerah; dan ungutan
retribusgi da terima penerimaan insentif pes

US1/pajak daerah, asilan

Pegawai sudalftemua“ berkaitan dengan tambahar %t:;:a%h

memperumbangkan pernungutal‘l pajak dokumen

tif tenagd

Pem\‘arat
Varatan : m—
kesehatan eppS)uan dokumen SPP-LS untulk 17

1) lembar kontrol:
gl surat pengantar Spp.Ls:
) Rggkasa_n SPP-LS: ’ a

6} iadw : :

7) dafnr by CPerkan )
8) tanda terim;;

?l} tanggung jawab mutlak:

l 1; surat keputusan penetapan rujukan; dan

% s':u*at penetapan tenaga kesehatan.

- Persyaratan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pengada
dan jasa, meliputi:

1) lembar Kontrol; ]
2) surat pengantar SPP-LS;

an barang

3) ringkasan SPP-LS; th
4) rincian rencana penggunaan SPP-LS; .
5) kuitansi dinas (A2); "
6) kelengkapan dokumen teknis sesuai dengan ketentuan =

Peraturan Wali Kota ini;
7) fotokopi rekening bank yang aktif dan jelas; dan
8) fotokopi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP).
Persyaratan pengajuan dokumen SPP-LS unt
meliputi:
1) lembar kontrol;
2) surat pengantar pengajuan SPP-LS; \
3) ringkasan SPP-LS;
4) rincian penggunaan dana SPP-LS;
5) surat permohonan pencairan dana;
6) kuitansi A2;
7) kuitansi pihak ketiga bermeterai;
8] fotokopi keputusan pengangkatan direktur;
9) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el);
10) fotokopi rekening bank; '
11) fotokopi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP); _
12) Nota Dinas dari Perangkat Daerah terkait yang memprakarsai
pevertaan modal (apabila diperlukan); dan

13) salinan Perda tentang Penyertaan Modal.
Persvaratan Pengajuan dokumen SPP-LS untuk Dana Cadangan

meliputi:
1) lembar kontrol; _
2) surat pengantar pengajuan SPP-LS;

uk Penyertaan Modal,
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. rmg}u-man SI'P-I.S;

Mncian pe
n
surat Denngﬁgmnn fana SPP.LS;

Uitans;j A2: nan pencajran dana;
7) fotokop rer’

8) rmmmg: rekening ban
i {4
9) salinan Peraat:lpeneml’alan Dana Cadangan,

10) salin ran Daerah ¢ \adangan; dan
an g entang Dana Cadangarn, Dana
% # Cadan nepulu3an Wali Kota tentang Penempatan
) e"syaratan . . .
meliput;; PeNgajuan dokumen SPp-LS untuk Belanjd
1

on .
2’ surat trol -

X pen .
3) qngkam“gggﬁisp?ngajuan SPP-LS;

nncian pen 3
S) kuitansj Agf,gunaan ana SPPAS;
6) kuitans; bermeterai:

7
8} ﬁ:‘zl'-{l;;san .Wa_l.i Kota} tentang daftar penerima hibah;
9 Perjanjian hibah daerah:
]1) t1;3'!31"1'11()11§3na:1 pencairan;
ot e
Ing bank penerima.

' EZT?; T Pengajuan dolfurnen SPP-LS untuk bantuan keuangan

1 pada partai pOhtlk! mdiputi:

) lembar kontrol;

2) Surat pengantar pengajuan SPP-LS;
3) ringkasan SPp.LS;

rincian penggunaan SPP-LS:

S) kuitansi dinas (A2);

6) kuitansi bermeterai;

7) salinan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Perhitungan dan
Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

8) rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; .

9) Kelputusan Wali Kota tentang pemberian bantuan kepada partal
politik;

10) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik
yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) partai politik tingkat kota yang dilegalisir oleh
ketua umum atau sekretaris jendral Dewan Pimpinan Pusat 1
(DPP) partai politik atau sebutan lain;

11) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

12) surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi
dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang
dilegalisir ketua atau sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Daerah,;

13) nomor rekening kas umum partai yang di buktikan dengan
Pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

14)rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik
dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % (enam
puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk
pendidikan politik; "

15) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan
keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan

]:'lihah!
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16) Sul'a i
t «(ia
dituntyp - 22%2an partai politik yang menyatakan b:;rsaebiia
memberﬂfesual dengan peraturan pemndang-undangan il:l"etlla
an se].n-:n ! E'lel‘anga_n tidak benar yang dimndﬂlangﬂnsebutan
lainny, del&ns Dewan Pimpinan Cabang (DPC) by
Persyaratan "8an menggunakan kop surat partai politik- angan
kepada ¢ a,-Eengfajuan dokumen SPP-LS untuk bantuan ke
é} lembgy kol.?atrzll_kemasb’arakatan, meliputi:
Surat pep . .
3) n:ngkasanggggig?ngajuém SPP-LS;
4) MNncian ’

®Ncana Anggaran Belani
; ela AB);
fotokopi rekening bank;ma i

11) fotokop;i
P1 KTP ketua /KTP b .
12) fotokopi rekomend ;si; endahara;

13) fotokop;
P! Surat ;
14) fotokopi huion Keputusan pengurus; dan

SOSI&]J melipmj;

lembar kontrol;

Surat pengantar pengaj -LS;
3) Tlngkasan SPP-LSD? gajuan SPP-LS
fincian penggunaan SPP-LS
9) kuitansi A2;

6) kuitansi bermeterai;
Keputusan Wali Kota tentang daftar penerima bantuan;
8) permohonan pencairan; dan

9) fotokopi rekening bank penerima.

?

P. PERINTAH MEMBAYAR

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki PA/KPA belanja yang
telah dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan
proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai
pengakuan belanja tersebut.

Perintah membayar diatur sebagai berikut:

1. PPK SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan
SPP sesuai dengan jenis belanja yang diajukan oleh Bendahara.

2. Verifikasi oleh PPK SKPD tersebut merupakan verifikasi terhadap
kebenaran secara normatif dengan berpedoman pada DPA, standar
harga satuan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
serta ketentuan lain vang relevan dan masih berlaku.

3. Verifikasi atas bukti pertanggungjawaban belanja merupakan bukti
pertanggungjawaban belanja yang alokasi anggarannya sudah
tersedia dalam APBD. Penyebutan subkegiatan dan subrincian objek
harus sesuai dengan DPA.

4. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PPK
mengembalikan dokumen pengajuan paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanya SPP untuk dilakukan perbaikan atas
pengajuan;

5. Apabila telah dinyatakan lengkap:
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a. p
.A nwnmutnlm

1 i « H'M
b dan spM_LSf_‘“lln dan menerbitkan SPM-UP sl

IM “Ur b

" Menang A
al i - HPM-Lah
Paling lama - Angani dan menerbitkan SPM-TU, dan ql.?dirrink*'l'

a2 .
lIiiﬂn ﬁifh, unt thfﬂl l“.m sejuk proses verifikasl dinyatakn
“NBajuan §py “Mudian disampaikan kepada Kuasi wo.
A checkligt ke “pada Kuasa BUp dilengkapl dengan:
« SUrat Pt‘rin“?:gkap"“ dokumen;
C. 5 wenerbij 2
7 Surat pernyq Penerbitan SP2D; dan

6.

‘*'“gﬂ_]u Yataan tan T i
an ke i ggung jawab mutlak. . tal
8 ;Luu e]“kll“(:#irbglmpﬂn dokumen SPM dapat dilakukan qecara dipiti
. : Maperless
Ngajuan gp periess), Bun
1 b il
g’lenfkapi dpn;::n.u"“'k penerbitan  §P2D  kepada [Kuns
-+ Checklist :
b. sura Wr]:lelengkal’“n dokumen dari PPK SKPD;
€. surat perj Yalaan verifikasi PPK SKPD;
d. surat m,n:';‘:lh penerbitan SP2D:
3 aan i ) A
e tanggung jawab mutlak PA/KPA - wai, warna

e e
Dgan ketentuan warna biru untuk belanja pes

untuk belanja modal, warna kuning untuk belanja lmn:ﬂﬂH

merah
| belanja tidak

dan ja ‘ <
Jasa, warna putih untuk hibah bansos dan

te
i r:[{(:;?g, tll)an l\:"m“ hijau untuk UP. . ’
g NPwp; gﬂ:" atau buku tabungan yang masih aktif;
h. e -billing,

Q. PERINTAH PENCAIRAN DANA

1. Ketentuan Umum
Pe_nntah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan
sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dan
PA/ KP{\. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank
op.erasmnal mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan
tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan
SPP yang diajukan,

Pengaturan perintah pencairan dana diatur sebagai berikut: _
a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari
PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa
Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran;
3) menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan; dan
4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran

Daerah.
d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA

apabila:
1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

dan/atau
2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.
Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak

diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya

SPM.
f PA/KPA melaksanakan revisi atas pengembalian Dokumen SPM dan
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“97.

menyam
terhityp

8. Apabila
embali

Paikan . .
g sejak d.l:er!ﬂlﬂh hasil revisi paling Iamba[ gatu har
mﬂebihilb?:;]anya koreksi SPM. diajukan
melaluj Spy l?a‘:._?ktu yang telah ditentukan maka dia]

IAN L
. Ke“‘i‘)ﬂtuan Pelaksan
da. ertan : aan
Pada E8ungjawaban Penggunaan UP . okan
menylap

setig p
P pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran
ikan kepada

[P penggunaan Up,
Pﬂpglrgglﬁfr];anggunawaban Penggunaan UP disampal
dilampiri bukf;!‘_(l;SKP_D sebagai lampiran pengajuan SPP GU dengan
Pertanggungi ukti yang lengkap dan sah.
1 glawaban Penggunaan TU
) Bendahara Pengel TU setelah
TU yang dikel gle N L Penggunaank endanai
siiate lolanya telah habis digunakan untuk m
: subkegiatan dan/atau telah sampal pada waktu yang
dltentukan Sejak TU diteri
%) Beridibara B iterima. .
kepads BA engeluaran menyampaikan LPJ Penggunl
oo melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukt
3) PPK ja yang lengkap dan sah.

-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU
sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah
sebagai berikut:

a) meneliti dokumen SPD untuk m
belanja terkait telah disediakan,
b) meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran; dan
c) meneliti keabsahan bukti belanja.
c. Pertanggungjawaban Administratif
1) Penyusunan LPJ
a) Setiap akhir bulan, Bendahara
menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

b) Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara

serta melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara

Pengeluaran Pembantu. LPJ Bendahara memberikan

gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan sisa pagu

anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang
dilampiri:

(1) BKU;

(2) Berita Acara pemeriksaan kas;

(3) Laporan Penutupan Kas; dan

(4) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2) Penyampaian LPJ Administratif .
a) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara
kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan

perikutnya.

aan TU
i-bukti

emastikan dana untuk

Pengeluaran Pembantu
Pembantu untuk
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b) Ppg i
3 . f
SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ admlms“an

engan Jan
ngkah-langkah i
;“;nne]m transaksi b:i;g_?aga;):::rta tanda bukt belgfé]:
terkiitfﬁelﬂokumemasikan dalam buku atau lap
, v
| ?ﬁgf}:‘g kPEnerimaan SP2D yang terdokumentﬂslka“
uku atau laporan terkait; dan
) ;’:‘l;l:é(ukan E}nalisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
s belanja dan pengeluaran kas-
mukan

3) Apabil

ketida;se:f;?; proses  verifkas pPK SKPD ME0."okPD

meminta b an/ st ketidaklengkapar maka kepada

Bendahara FI'Jer aikan dan/atau penyempu
4 Dl bal o 7 M. maka

PPK SKPD I;lt”?asjfs verifikasi dinyatakan sah dan Iengka%tujuaﬂ

LR Bt e penandatanganan dan pete
5 PA fienand I;aseca:_'a administratif kepada PA. . orifikasi

sebagai bentalimgam LPJ Bendahara yang sudah dIv
. Pertan entuk persetujuan.

1) Se t%?;l;:g]a“’ﬂhﬂn Fungsional

Bendahallg,d PBendahara Pengeluaran ditandatangan! ==

Snesinnl ey T ampadien. PERC atuk

¥ e epada PPKD selaku Kuasa BUD uP
2) PPKD sel a%{?lm? paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 4

menandat kuasa BUD melakukan Proses verifikas! all:
persemjzaar:*lgam LPJ Bendahara Pengeluaran sebagal bentu
f;’“ﬁ;’ﬁgﬁ“g*a‘“‘f‘m Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi

a) Pe I:}:zglllnalwsin:man penggunaan limpahan _UP

ggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara

Et;ngeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan

b) Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan

kepada KPA melalui PPK SKPD berupa LpJ limpahan UP
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

¢) LPJ-limpahan UP disampaikan ~ kepada Bendahara

Eengeiua:an sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara
engeluaran.
2) Pertanggungjawaban penggunaan TU
a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh
Bpndahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang
dikelolanya tel.ah habis/selesai digunakan untuk mendanai
sglatl.; zubkegtitﬁrnu glttau_ telah sampai pada waktu yang
itentukan seja iterima.

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
KPA 'melalu'i PPK-SKPD berupa LPJ-TU yang dilampiri bukti-
bukti belanja yang lengkap dan sah.

PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan

TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

3) LPJ
a) Bendahara pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ

kepada Bendahara Pengeluaran palin fassibit
pbulan berikutnya, dilampiri: g tanggal S5

c)
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(1) BKU;
(2) Berj
(3) La
(4) R
PPK-sK
ditanda
Apabila

1a Acara pemeriksaan kas;
Paran penutupan kas; dan
BIster penutupan kas. LpJ sebelu™
D melakukan verifikasi terhadap tujuan-
laﬂ:{t-iani KPA untuk mendapatkan g::? o i
U tagihan dalam rekening Y&"s. g SE5
berapa bukii gaka, g?b?:tkan rekapitulast Bosror

d 4
d) Ten@n bukti. Sjawaban

al';d? bukti sebagai kelengkapan

11 roa, sebagai berikut:

) Belanja Operasi

(a) Tl‘;mkhahan Penghasilan:

uitansi dinas/A2; silan;

(2) rekapitulasi pemberian tambahar ?ﬁ:?gan
}3] daftar penerima tambahan penghastiais
4) e-billing (PPh Pasal 21). njangal

(b) Tambahan Penghasilan Guru PNSD gan TN
Profesi Guru Non-Sertifikasi PNSD:

(1) kuitansi dinas/A2; sumlah
(2) rekapitulasi per golongan dengan ]
" pajaknya;
) rekapitulasi jumlah guru;
D ulasi penyalugan ke kas dacrah

(4) rekapitulasi penyaluran ke

(5) rekapitulasi sisa dana;

(6) daftar pemotongan pajak
21); dan namun

(7) rekapitulasi jumlah guru yang .berhak
belum menerima tunjangan profesi gurt; dan

(8) e-billing (PPh Pasal 21).

(c) BPO Pimpinan Dewan

(1) kuitansi dinas/AZ2;

(2) perintah pengeluaran
Ketua DPRD;

(3) pakta integritas masing-masing
Pimpinan,

(4) rincian penggunaan BPO Pimpinan bulan lalu;

(5) fotokopi KTP;

(6) fotokopi proposal; dan

(7) Kuitansi bermeterai.

(d) Insentif pemungutan retribusi/pajak daerah

(1) kuitansi dinas/A2;

(2) realisasi retribusi/pajak daerah;

(3) Keputusan Wali Kota tentang penerima besaran
insentif pemungutan pajak daerah/retribusi
daerah;

(4) rekapitulasi penerimaan insentif pemungutan
retribusi/pajak daerah per bulan;

(5) tanda terima penerimaan insentif pemungutan
retribusi/pajak daerah; dan

(6) e-billing (PPh Pasal 21).

(e} Belanja barang dan jasa

(1) Belanja honorarium kegiatan

{a) Honorarium panitia/tim pelaksana kegiatan

penghasilan (PPR Pasal

/disposisi Ketua dan Wakil

penerima BPO
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Pembentukilﬂ

¥ Ke
Putusan tentang besaran

Panitia/ tim, dan penetapan
Ji honorariym,
tanda  terima honorarium
Mmencantumkan nama, jabatan, kedudukan
tim/panitia, besaran honoranti,
Potongan Pajak Penghasilan (PPh), jumla
" bersih, tanda tangan; dan
e‘bﬂmg. .
Honorarium narasumber dalam kegiatan
f‘f‘sﬂl{sa.si dan sejenisnya:
& kuitansi dinas/A2;
- Permohonan sebagai narasumber;
Jawaban/surat perintah
narasumber;
¥ daftar hadir;
¥ tanda terima honorarium;
¥ fotokopi materi; A
¥ rekening bank yang aktif dan NPWP (bila
diperlukan); dan
v e-billing,
dalam hal kegiatan dilaksanakan secara
virtual maka bukti pertanggungjawaban daftar
hadir dan tanda terima honorarium disumpan
di Perangkat Daerah masing-masing setelah
dilakukan pembayaran.
(c) Honorarium narasumber/juri dalam kegiatan
perlombaan dan sejenisnya:
¥ kuitansi dinas/A2;
¥ permohonan sebagai narasumber /juri; _
v jawaban/surat perintah sebagai
narasumber/juri;
¥’ daftar hadir;
¥ tanda terima honorarium,;
¥ rekap honorarium jika lebih dari satu orang;
v rekening bank yang aktif dan NPWP;
v berita acara hasil lomba/SK atau yang
sejenis; dan
¥ e-billing.
(d) Upah tenaga sebagai tukang, mandor, pekerja
dan sejenisnya:
v kuitansi dinas/A2;
v surat perintah/surat tugas/SK dan
sejenisnya;
¥ tanda terima jasa/upabh,;
v daftar hadir; dan
v e-billing.
(2) Belanja langganan berupa telepon, air, listrik, dan
internet:
(a) kuitansi dinas/A2;
(b) bukti tagihan rekening dari masing-masing
belanja.
(c) kuitansi pembayaran / bukti pembayaran;
(d) permohonan/tagihan pembayaran dari pihak
ketiga;

dengan

(b)

sebagai
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() fotokopt rekening bank yane aletdl dun b

berlaku; dan
(A ('] |lllﬂ|m|1l NIPWI
) Belunju |
i i langganan berupi felept
ermel me
) k melalul token:
) k::::mml dinns/A2; dan
(@) Belan nnml |:r|||Imw1l'm|f|mkf| !
ll'lﬂllllln.l jasa pengaman- (piket
() Kuitansi dinan/A2,
: , ,
::*]i sural perintah ymw,tIHnmlnlmll-‘."T" "MKM'
daftar hadir;
(d) tanda terima uang; dan
(5) {:’) !'-F_siﬂl'ng.
9) Belanja jasn pemeliharaan alat-alat
L:l)mnh I}ltll[{gn;
permohonan untuk dilaku
(b) kuitansi dinas/A2;
(¢) kuitansi pembayaran;
(d) bukti / nota atas pekerjanr
© (e) llu}&umentnai apabila diperlt
) Belanja jasa pemeliharaan metl
{E]) Eel;mohmmn untuk dilakukan pem
uitansi dinas/A2;
(¢) kuitansi pembayaran;
(d) bukti / nota at:a peke
(e) e-billing.
(7) Belanja perjalanan dinas dalam kota dengan
bentuk kegiatan kemasyarakatan:
(a) aur;zt tugas/surat P
undangan;
(b) daftar hadir;
(c) kuitansi dinas (A2);
(d) tanda terima; dan
(e) e billing (apabila diperlukan).
(8) Belanja perjalanan dinas pake

Jjatrik,

i, nlr,

sembayaratt:
Jenntor) /prnjuw:

kantor dun

kan pnnmlihm'nun;

1 pmrmlil’mrmm; dan

1kan.
helair dan pedung;
eliharaan.

rjaan pemeliharaarn; dan

erintah fjadwal/

t meeting dalam

kota yang dipergunakan untuk transport
akomodasi narasumber:
(a) surat tugas/surat perintah/kesanggupan

narasumber;
(b) daftar hadir;
(¢) kuitansi dinas/A2; dan
(d) bukti transportasi dan/atau akomodasi.
9) Pertanggungjawaban Belanja perjalanan dinas
ket meeting dalam kota atau luar kota melalui
biaya paket full board, full day, dan half day
dilampiri dengan susunan acara/jadwal dan
menyesuaikan ketentuan peraturan perundang
undangan.
(10) Belanja pemberian hadiah yang bersifat
rlombaan:
(a) kuitansi dinas/A2;
(b) surat keputusan penetapan pemenang dan
pesaran hadiah lomba dari pejabat yang
berwenang/ berita acara hasil lomba;
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(c) tanda terima; dan
(11 (d) e-billing.
) Belanja jasa pemasangan iklar:
(8) kuitansi dinas/A2;
(b) kuitansi pembayaran; ;
(c) bukti / nota (apabila diperlukan]?
(d) contoh iklan; dan /
" (€) e-billing.
2) Belanja pemeliharaan kendaraaft
(a) Belanja service
v kuitansi dinas/A2; ngan i
v nota dan/atau Kuitansi pembayara” i
menyebutkan jenis kerus . dan
polisi kendaraan yang persangkuta™ o B
v e-billing. .
(b) Belanja suku cadang
v kuitansi dinas/AZ;
¥ nota dan/atau kuitansi pembay al];

menyebutkan jenis/macam su ng
yang diperlukan dan nomor polist ]

kendaraan yang bersangkutan; dan
v e-billing (apabila diperlukan).

(c) Belanja bahan bakar minyak dan pelumas
v kuitansi dinas/A2;
¢ kuitansi pembayaran; dan
Y nota Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan

identitas Stasiun Pengisian Bahan B
Umum (SPBU).

(d) Belanja Surat Tanda
v kuitansi dinas/A2;
¥ nota dan/atau kuitansi pemb

dengan ketentuan,; dan
v fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK) yang diperpanjang.

Nomor Kendaraan (STNK) ‘

: 4
ayaran sesual =
b ]

Untuk semua belanja perawatan kendaraan
ohonan dari

bermotor dilengkapi surat perm
pemakai  kendaraan permotor  kepada
pengampu kegiatan pemeliharaan kendaraan
bermotor. \
(13) Belanja sewa
Belanja  sewa gedung/
/kendaraan:
{a) permohonan sewa;
(b) kuitansi dinas/A2;
(¢) kuitansi pembayaran: dan
(d) e-billing.
(14) Belanja makanan dan minuman
(a) Belanja makanan dan minuman/natura:
v kuitansi dinas /A2;
v nota dan/atau kuitansi pembayaran; dan
v e-billing.
(b) Belanja makanan dan minuman rapat
termasuk kegiatan kemasyarakatan: ’
v kuitansi dinas/AZ2;

tempat/peralatan
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jengan
yabila dilukuksm (

“

sural pesanan @j |
pesan terlebih dahu u; an,
nota dan/atau kuitanst mmhayﬂl‘
undangan rapat;

daftar hadir rapat; dan

e-billing. i
Belanja m-:ﬂcmmn dan minuman s
v kuitansi dinas/AZ2; ,
¥ nota dan/atau kuitans!
¥ e-billing.

Belanja makan minum ra
untuk melaksanakan lembur:

SRS

pembayarah: den

v kuitansi dinas/A2; engan
v surat perintah lembufaan ’ ygng
menjelaskan  jenis peker)
dilembur;
v daftar hadir lembur; minuman

v bukti pembelian makanan -
berupa nota dan/atau Kkuitansi; da
¥ e-billing. :
Belanja makan minum yang di
l;ntuk aktivitas lapa;gan:
kuitansi dinas/A2;
v surat pesanm{ ap’abila dilakukan dengan
pesan terlebih dahulu; .
v nota dan/atau kuitansi pembayaran;
v dasar pelaksanaan kegiatan; dan

v e-billing. —

gunakan

pembangunan kepentingan umum:

g

h)
i

kuitansi dinas A2;

kuitansi pembayaran; _ -
surat keputusan PA tentang nilai ganti
kerugian;

fotokopi akta pelepasan hak atas tanah yang
dibuat oleh notaris, dilampiri dengan
dokumen kepemilikan yang lama;

surat pernyataan kesanggupan penyelesaian
sertifikat tanah dari Kepala Perangkat
Daerah;

identitas  penerima  pembayaran atau
kuasanya berupa kartu tanda penduduk
elektronik;

surat permohonan pembayaran dari penjual
atau kuasanya;

fotokopi rekening bank yang masih aktif;
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

Pembayaraan biaya akta tanah.

kuitansi dinas A2;

kuitansi pembayaran,;

surat permohonan pembuatan akta
pelepasan hak dari PA kepada notaris;
fotokopi akta notaris, dilampiri bukti
kepemilikan dan identitas pemegang hak
yang lama;
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aktili
dan

¢ : :
) F)llclmp! rekening bank yang mf_unh
Otakopi Nomor Pokok Wajib Pajaks

&) € billing pajalk Penghasilan (PPh).
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BAB N
GGARAN pgyp s ER PERTAMA APBD DAN pERUBAHA
DAPATAN DAN BELANJA DAERAH

D. PERGESERAN ANGGARAN

1. geetentuan Umum
raturan Walikots :n:

'y ?’g&i beriku. '8 ini memuat ketentuan terkait
a. ergeser i

organisasi anporan dapat dilakukan antar organis2sh B, gan

?intal‘ kelompok, Program, antar kegiatan, antar SUBC ) obj
. Pea;a;i?u Subrincian gbjek,

TaN anggaran terdiri atas:

} pérge
APBD " @Nggaran yang tidak menyebabkan PC

c. P spis
) BCSeran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yara:

Pergeseran antar o i et

Pergeseran antar l‘g.amsas],‘ .

pergeseran unit organisasi;

antar program;

PErgeseran antar kegiatan

Pergeseran antar subkegiatan;

Pergeseran antar kelompok; dan
7) PeTgeseran antar ieni

d. Pergeser FE, APBD
yaitu: an anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini

dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

3) Pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang
sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari subrincian objek
dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

5) Dalam hal terjadi realisasi belanja diluar jenis yang tercantum
dalam DPA tetap dapat dilaksanakan sepanjang masih dalam
rekening belanja yang sama dengan memperhatikan batasan
pagu anggaran yang berkenaan.

e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa
melakukan perubahan Peraturan Walikota penjabaran APBD
terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran
anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Walikota
perubahan penjabaran APBD.

f. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan
realisasi anggaran.

g. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan
DPA-SKFPD.

h. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD
melalui ketetapan Walikota dengan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi

an
pergeseraﬂ anggar

antar jenis, antar objek, antar

pBD; dan
rubahan A L Ban

3)
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mendesak at

: au per - ik di
398101‘1&1] atay daréral}tbaha” prioritas pembangunan baik
ika Pergesery

pergeseran N tersebut dilakukan sebelum Pﬂmbﬂhan f::crdﬂ
Perubahan Apac 8N anggaran  ditampung 9™ ijah
Perubahan &PB{)D' Jika pergeseran tersebut dilakuka” aran.
Pergeseran an 0. d“apo':kaﬂ dalam Laporan Realisasi "\"g’%ﬁbahml
DPA-SKpp,  o84Tan dilakukan dengan menyusun ¥

Pergeseran 4 bahan A

gingkal

lanjut mengenai tata cara pergeseran
Peraturan Walikota sesuai dengan
dang-undangan.

ketentuan
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Kelengkapan dokume,

pembayaran kepada Peny ed?:nagungiawaban pengadaan barang/J

' L
8/jasa, di sbagal periku
A. PEMBAYARAN latur ketentuan s¢

-37 -

PEN BAB Xy
GADMLN BARANG DAN JASA

asa untuk

PENG E-
PURCHASING) ADAAN  BaRANG/sAsA LAINNYA (NOW

1. Pengadaan ;
dengan Rp 10‘{?;&&“@3{?&8& lainnya  dengan nilai
a. Kuitansi dingg 52300 (sepuluh juta rupiah):
b. Kuitansi gap ar.

sampai

1 H 1 tl'u-kl
dan nota kon atau bukti pembelian (faktur/bon /invois, S

Pengsuna tan), di’fandata.ngani Pengguna Anggara

Bend ggaran/Pejabat  Pembuat  Komitmen
c. Fotokopj Pengeluaran,
k . rekening  bank yvang masih aktif atau fo
Tekening korap terbaruy: g
d. FDtOkgpi 1

N i .
e. Cetak EBﬂ?Wor Pokok Wajib Pajak;

n/Kuasa

dan

tokopi

j 1ai an/atau
Pajak Pen ing Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/

ghasilan (PPh): g

melaluj mekanisme LS:

an pembayaran jika pembayaran dilakukan

2. Pengadaan barans /; § a.i  di o atas
g/jasa  lainnya dengan nilai ;
Rp.10.000.000,00 (sepuluh oy ¥ mpigah} sampai dengan RP
>0.000.000,00 {lima puluh juta rupiah):
a. Kuitansi dinas A2;
b. Kuitansi pembayaran, ditandatangani Penggund

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat ~Pembual
Komitmen dan Bendahara Pengeluaran, ketika P\c_:_]abat.
Pembuat Komitmen diampu oleh PA/KPA maka kwitansi

ditanfiatangani oleh PA/KPA dan bendahara;
c. Bukti pembelian (faktur/bon/invois, struk, dan

nota

kontan) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara

Pengeluaran;

d. Surat  Permohonan pengiriman  barang/jasa li_ainn_\'a
ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan dan diketahui oleh

Pejabat Pembuat Komitmen; )
e. Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangal

oleh

Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa

bermeterai cukup;

f. Fotokopi surat jaminan pemeliharaan (jika ada); '

g. Fotokopi rekening bank yang masih aktif atau fotokopi
rekening koran terbaru;

h. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); :

i. Cetak E-Billing Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau

Pajak Penghasilan (PPh); dan

j. Surat permohonan pembayaran jika pembayaran dilakukan

melalui mekanisme LS;

Catatan: Dokumen pengadaan untuk pencairan tidak perlu dijilid
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atas
3. Per 2 i an
T i T
?,i E::;::::' é?r?a;ll‘;;;ratuajum rupiah): . *-'enggb"g::
ﬂngg_arl:n/ Kun‘i'i."‘bﬁé’ﬁgﬁﬂ}m A{ri-:igl;::rr:fmg sejabat PO
¢ n::?:t'itm"“ dan Bendahara pengeluaran; da "Lor:g

l R p ’ .
" Fotokopi heritg acara hasil pemilihan (BAHP);

e. z:;tukffpi Surat Perintah Kerja (SPK) berikut adendu .
a) dltandatangani oleh Pejabat Pembuat o peny edia

Omitmen / Pejabat  pe trak
nandatangan Kon
CrMmeteraj cukup;

mnya (ik&

4 untuk
d Fotokopi Surat  Perintah Pengiriman (SPF;LIK] untuk
Pengadaan barang /Surat Perintah Mulai Ke':'a-l[spt pembuat
Pengadaan jasa lainnya ditandatangani oleh Pejaba penyedia
omitmen /Pejabat Penandatangan Kontrak dan
berrpelerai cukup; . (dalam
g Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan 100%)
hal  progress pekerjaan  belum  mencapal pejabat
g‘mﬁd;ta"gani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pe]
cnandatangan Kontrak, bermeterai cukup;
h. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) (dalamn 2?1
Progress pekerjaan sudah mencapai 100%) ditandatang an
oleh  Pejabat” Pembuat Komitmen /Pejabat Penandatang
Kontrak dan Penyedia bermeterai cukup;
Fotokopi surat jaminan pemeliharaan (jika ada);
Bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (jika ada); :
Fotokopi rekening bank yang masih aktif atau fotokopi
rekening koran terbaru;
I Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
m. Cetak E-Billing  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)
dan/atau Pajak Penghasilan (PPh); ,
n. Surat permohonan pembayaran jika pembayaran dilakukan
melalui mekanisme LS;
Catatan: Dokumen pengadaan untuk pencairan tidak perlu dijilid
4. Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.
200.000.000,00 (dua ratus Jjuta rupiah):

a. Kuitansi dinas A2;

b. Kuitansi pembayaran, ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara
Pengeluaran;

c. Bukti pembelian (faktur/bon/invois, struk, dan nota kontan)

ditandatangani Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;

d. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP);

¢. Fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada), yang meliputi
surat perjanjian yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
bermeterai cukup, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), dan
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan lampiran rincian
pekerjaan/barang;

P e e
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Surat ; adaan
urat Peril:atzﬁmh Pengiriman (SPP) untuk P¢ jasa
berikut 4 Mulai Kerja (SPMK) untuk pené® oleh

Pf'ja_hat PErnb dendUmn = 3 damng
; u : ya (jika ada) ditan dan
Penyedia berm;i Komitmen /Pejabat Penandatangan Kontrak

g. Berita ac rai cukup;
pekeljaa:l:els:;a I:ntenma kemajuan pekerjaan (dalam bl prose
h. Berita Acarg Serahencapal 100%), bermeterai cukup; progress

pekerjaan g\ 1erima Pekerjaan (BAST) (dalam & Foojapat
ah . ; e aba
Pembuat Komitme Mencapai 100%) lrlit«'in-:ls;u:al'lgilr:}’c :;ihpgn;edia

?‘emmterai cukup.nf Pejabat Penandatangan Kont
1. Fotokopi P
J- Bukti s‘:lt:::‘ar:td}amman pemeliharaan (jika ada);
k. Fotokopi MRenie;:lda keterlambatan pekerjaan (jika ada); ——
] koran terbary: g bank yang masih aktif atau fotokopl T€
. Fot ; .
m. Ce;l;og gi;}fnﬂr Pok_ﬂk Wajib Pajak (NPWP); tau
g  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/ @

Pajak Penghasilan (PPh):

n. Surat pPermoho
melalui mEkanis;iﬁLSPembayarﬂn jika pembayaran

dilakukan

Cat : ijili
atatan: Dokumen pengadaan untuk pencairan tidak perlu dijilid

5. Dalam hal pengadaan barang/iase Jainnya terjadi

pemutusan kontrak:

a. Kuitansi dinas A2;

b. Kuitansi pembayaran, ditandatangani Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara
Pengeluaran;

c. Bukti pembelian (faktur/bon/invois, struk, dan nota kontan)
ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggararn,
Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;

d. Fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada) tanpa lampiran,
yang meliputi:

i, nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) berupa Surat  Perintah  Kerja (SPK)
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen /Pejabat Penandatangan Kontrak dan

Penyedia bermeterai cuku;

ii. nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
berupa surat perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak
(SSUK), dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia bermeterai cukup;

Fotokopi Surat Perintah Pengiriman (SPP) untuk pengadaan

barang/ Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pengadaan jasa

lainnya yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat

Penandatangan Kontrak dan Penyedia bermeterai cukup dan

lampiran rincian pekerjaan/barang;

{ Berita acara serah terima akhir pekerjaan putus kontrak (sesuai
progress  pekerjaan  yans dibayar pada saat kontrak
diputus /di akhiri) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia

bermeterai cukup;
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8 Bukti seqq
-OTan deng, : iika ada): ing
At i U 2, e
ity tell'baru; yang masih aktif a
J. Cetakogggﬁ"r Pokok Wajip, Pajak (NPWP}; opN)  dan jatau
. a'ak R
k g?ff:: P‘;}I;ghﬂs}ilan {IgPhr df;inambahan s gilakukan
' Tmo : _ i

Catatar:?ﬂ[a)lui mekani:;? Pembayaran jika pembayaraf

. Okumen pengadaan untuk pencairan tidak peﬂu dullld

; PEKERJAAN KONTRUKSI 000,00
e mmsjul:::k::fi:ﬁrkunmkm sampai dengan Rp 00.000
a. Kuitansj dinag A2;
o Ex‘:ltans'i De:;rlhayaran, ditandatangani Peng%inai
Kogﬁgnan /Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pem
c. Fotoko ?r;)ed?n i DA e
g B Pl Derita acarg hasil pemilihan (BAHP); p berupad
hers ontrak berikut adendumnya (ika ada). DEruPY
lEm&t Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh nga
P:T;‘lt::;_lt lb{:mitmen / Pejabat Penandatangan }{onr_.rak kont:?:kll
e. Fotgkorlh? gﬁ:ﬁf’m cukup berikut RAB (RAB lampirat 0. o o

Perintah Mulai Kerja (SPMK)
adendumnya lika ada) ditandatangani olen Pejabat Pastals

Komitmen/ Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
bermeterai cukup;

f. Berita acara serah teﬂma kem&juan pekeljam .(dalam - hal
Erogress pekerjaan belum mencapai 100%), bermeterai cukup:
g

erita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) PHO (dalam hal
progress pekerjaan sudah mencapai 100%) dengan lampiran
berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
Barang/Jasa bermeterai cukup; ;

h. Fotokopi surat jaminan  pemeliharaan  (jika masa akhir
pemeliharaan melampaui tahun anggaran);

Bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (jika ada); X

Fotokopi rekening bank yang masih aktif atau fotokopi

rekening koran terbaru:

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

Cetak E-Billing Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau

Pajak Penghasilan (PPh);

m. Surat permohonan pembayaran jika pembayaran dilakukan
melalui mekanisme LS;

L=

=

Catatan: Dokumen pengadaan untuk pencairan tidak perlu dijilid

2. Pengadaan pekerjaan kontruksi dengan nilai diatas Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah):

a. Kuitansi dinas A2; ‘ _

b. Kuitansi pembayaran, ditandatangani Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen dan Bendaha::a Penggluaran;

Fotokopi berita acara hasil pemilihan (BAHP); )
Fotokopi kontrak berikut adendumnya (jikka ada), yang

Ao
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meliputi g rat

Pembuat Perjanjinn

Komity yang  ditandatangan

"‘,"’""jnhm Penandatangan K " e nlll'i"
5 cukup, Svarat-Syarat Umuf rikult
&N Bvasss .o P, Syarat-Syara ey bert
RAB (RAB | YArat-Syarat  Khusus Kontrak {*":’I‘M

v Betebs | AWMpPiran kontraki:

e. Fotokop Ontrak), - ng
diland;‘la Sl{mt l’vrinlah] Mulai  Kerja lﬁl'MM ,.:V:lml
l’enandal:&“m - Pejabat Pembuat Komitmen/ pe)

f. Berita acarﬁnn,hmm“k dan Penyedia bermeterai "uk“p'lnm hal
progress Serah terima  kemajuan pekerjand o pgan
Pejabat p, Pekerjaan belum mencapai  100%0) ditandata lan
: embuat Komi sy oo Kontrak &

Penyedia be tmen/Pejabat Penandatangan
. B rmeterai cukup; ’ al
¢ p:: tji Acara Serah Terima p!«.-kenjaan (BAST)/PHO_(dalalil I::u
i }? Ssi; Pekerjaan  sudah mencapai  100%) ditam’.mm:,wm
Kontrak gjabat Pembuat  Komitmen/Pejabat Penandai®
h. Fotokoni an Penyedia bermeterai cukup; khir
| Pemel?}?l Surat jaminan  pemeliharaan (k8 mass &
i Fotok araan melampaui tahun anggaran); tokopi
- POWXOPL rekening bank yang masih aktf atay fo
;Blieﬁmg koran terbaruy; '
j.  Fotokopi Nomor Pokok Waiib Pai ;
s jib Pajak (NPWP);
k. Cetak E-Billing Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Penghasilan (PPh);
I Surat permohonan pembayaran jika pembayaran
melalui mekanisme LS:
Catatan: Dokumen pengadaan untuk pencairan tidak perlu dijilid

dan/alﬂ“

dilakukan

3.Dalam hal pengadasan pekerjaan kontruksi terjadi pemutusaf
kontrak:
a. Kuitansi dinas A2;
b. Kuitansi pembayaran, ditandatangani Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat

Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;

c. Fotokopi kontrak, berikut adendumnya (jika ada) tanpa
lampiran, yang meliputi:

i, nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) berupa Surat Perintah Kerja (_SPI‘*]
ditandatangani Pejabat ~ Pembuat Komitmen/ Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia bermeteral cukup
berikut RAB (RAB lampiran kontrak); _

ii. nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
berupa surat perjanjian ditandatangani Pejabat Pembuat
Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia bermeterai cukup, Syarat-Syarat Umum l{ont_rak
(SSUK), dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) berikut
RAB (RAB lampiran kontrak); . _

d. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMR) yang
ditandatangani  Pejabat Pembuat Komitmen /Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia bermeteral cukup;

e. Berita Acara Serah Terima  Akhir (BAST) Pekerjaan
(sesuai progress pekerjaan terpasang pat?a saat kontrak
diputus/diakhiri] vang ditandatangani Pejabat Pembuz.n
Komitmen/Pejabat Penandatangan. Knntral.c dan Penyedia
bermeterai cukup dan lampiran rincian pekerjaan;

f  Bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (jika ada);
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B I""“"k(lpi ,
reken: Keniy !
h ::ﬂl;:'a;lmﬁ korap lh:‘buj!::mk yang masih aktif atau fotokop
: Pt Nomar popent. |
L Cetak o POKOK Waiity pas '
| Sura jak f"’-‘"ahasna f.']rlamhahan
ohonay, n (PPh); dan dilakukan

Melalui mejyy; Mmbaya; i ran
Catatan: Dokume kanisme LS. yaran jika pembaya

. PEMBAYARAN pg

NG

BANGUNAN) “DAAN JASA  KoNsuLTANSI (NON-KONSTRUKS!
1. Pengadaan ;
Jasa  kop . ) Rp-
‘00.0?{0?00?9.0 (SEratuS?E:;anS] . del-lga_n sampai dﬂngan
E. 1{ultarm. dinas A2. rupiah):
- Kuitansj 3

An ansi pemba}fa]“an ditandatangani Peﬁgguﬂa
8garan/Kuagy  — Pembuat

8guna Anggaran, Pejabat

pemilihan (BAHP);

: berikut adend jilka ada), berupa

Surat i adendumnya (j 7
Penyedia bermezigszjl?bat SRS T

e. ] up;
gﬁg}rﬁ?ﬁt‘an Surat  Perintah Mulai Kerja (SPMK) ¥ a;;%
P gani  Pejabat  Pembuat Komitmen/Peja

el'{andatangan Kontrak dan Penyedia bermeterai cukup

; berikut RAB (RAB lampiran kontrak);

- Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan (dalam hal
PTOETESS pekerjaan belum mencapai 100%) ditandatangani
oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia bermeterai cukup;

g Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) PHO (dalam hal
progress pekerjaan sudah mencapai 100%) yang
ditandatangani ~ Pejabat  Pembuat  Komitmen/Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia bermeterai cukup;

h. Fotokopi rekening bank yang masih aktif atau fotokopi
rekening koran terbaru;

i. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

j. E-Billing Pajak Pertambahan Nilai (PPN} dan/atau
Pajak Penghasilan (PPh);

k. Surat permohonan pembayaran jika pembayaran dilakukan
melalui mekanisme LS;

d. Fotokopi kontrak

Catatan: Dokumen pengadaan untuk pencairan tidak perlu dijilid

2. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah):

a. Kuitansi Dinas A2; . _
b. Kuitansi pembayaran, ditandatangani Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat

Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;

Fotokopi berita acara hasil pemilihan (BAHP.}.; o

d. Fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada), meliputi
surat perjanjian yang ditandatangani oleh Pejabat Pembugt
Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia

il
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be ; SSUKJ'
dal;:n;;?m Cukup, Syarat-Syarat Umum Kontrak é ‘.R‘AB
e arat-Syarat Khusug K trak (SSKK) perikut

" Fot;,l::,m? kontra].q- ontrak (5S¢ - ang

N s 2l SL,[rat' Peri A i .[SP '-abat
PenaualanEani  Pejahar  pompuat  Komitmen/ 7O

f. Berita ‘:-ingan Kontrak dan Penyedia bermetera’ cukupi 2l
progress 4T3 Serah Terima Kemajuan Pekerjaa” datang2™
Pejabat pe kerjaan belum mencapai 1007} ditan Kantrak
dan PenyEdI;b“at Komitmen /Pejabat Penandatang?”

g Berita Acara gerar o cukup; o (dalam

rah Terima Pekerjaan (BAST) Pl go%} yang
Taan sudah mencapdl Unenfpe-iabat

gani . mi
Penandatangan, Konp ejabat  Pembuat KO

. i cukup:
- : trak dan Penyedia bermeteral €7 " o
; guml Sctoran denda keterlambatan pekerjaan (jik2 a,’fomkop .
L OtOkPP‘: rekening bank yang masih aktf =
‘ ;ﬁl:ﬂlllng koran terhary-
). Fotokopi Nomor Pokok Waiib Paiak (NPWP); "
k. get(}k E—Bﬂﬁng Paja?}"b PaJPf:t;mbaJl?éﬂ Milal pen
an/atau  Pajak Penghasilan (PPh); aran dilakukan
. Surat permohonan pcmbayarim jjika pembay it
melalui mekanisme LS.
m. Print S¢ . ’ ijili
reen e-Kontrak rlu dijilid

Catatan: Dokumen pengadaan untuk pencairan tidak pe

KSI
D. PEMBAYARAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI (KONSTRU
BANGUNAN)
D.1. Pengadaan Jasa Konsultasi Perancang Teknis. 12i sampai
1. Pengadaan jasa konsultansi perancang teknis dengan nilai
dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah):

a. Kuitansi dinas A2

b. Kuitansi  pembayaran, ditandatangani Pfgngguna .
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembua
Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;

c. Fotokopi berita acara hasil pengadaan (BAHP);

d. Fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada), berupa 3;1:1'::
Perintah Kerja (SPK) ditandatangani  Pejabat Pemfedia
Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak  dan Peny v
bermeterai cukup berikut RAB (RAB lampian kontrak)
lingkup pekerjaan; _ _ )

e. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kena (SPMK) ber;ﬁl;:
adendumnya (jika ada) ditandatangani Pejabat Pem -
Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak dan Peny

terai cukup; . _
f giﬁ?; em:kcara g Serah Terima  Pekerjaan _(BAST} yang
. ditandatangani  Pejabat Pembuat ?(omltmen /Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyvedia bervmeter.z‘u cukup_n;
Bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (jika ada); R
h. Fotokopi rekening bank vyang masih aktif atau fotokop

kening koran terbaru; _ '
i ;ztokop% Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Cetak E-Billing Pajak Pertambahan Nilai (PPN] dan/atau
j. Ceta

; ilan (PPh); = ;
) gijii Pepr;grl;i::‘r:j;‘a; ,;Zemba:-mn jika pembayaran dilakukan
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melalui mt-kanimnv LS
ety

catatan: Dokumey, pe

Ngady,
N uny,

1k Vit . ey
Pembayaran Pengag Pencairan tidak perlu dijilid

atas Rp 100 000‘ uﬁ' daan  jaga k _—
1 . 3 0.0 l)nau“ 1 p— . .y pan ]"jl‘fi'
a. Kuitansj dinas Ag- %F&tusjma ru[;::;:;. perancang dengs
] '

b. Kuitansi
Pemba
ﬁ:ngﬂ_aranfkuasa Fﬂ;an, ditandatangani  Pengguna »
Komitmen dan B ENgguna  Ap Peiabat pembué
c. Fotokopi berita endahary Penge]uaé?ran’ e
d. Fotokopi kom?:;ﬁl hasil pemilihan {I;AHP}'
meliputi gy rq, - _bEljkut adendumnya' jika ada), )}’)‘L"ﬁ
Komltmenfpejabat 13;111_]18.?! ditandatangani Pejabat }F:Z:;e dia

bermeteraj enandatan

c gan Kontrak dan

lsyarat‘s}’aratukﬁﬁbsﬁzarﬁt_syamt Umum Kontrak [SSUKJ'( gjg
ampi 0 p

& Fot(‘ﬁigi? kogtrak] dan ]mgkﬁgapl;kég:;:} berikut
adendUmnyaura,t. Perintah Mulai i{erja (SPMK) berikult:
Komitmen/ Pejaé:fa ada) ditandatangani Pejabat Pemt:i?a
bermeteraj cukup; P enandatangan Kontrak dan Peny

f. Berita  Acarg
Penandatangan Kon

Serah  Terima  Pekerjaan (BAST) ¥ ?gt
Pejabat Pembuat Komitmen/Pejaba
i trak dan Penvyedi i cukup;
B nyedia bermeterai ¢ ;
. P e Kb e, e
’ . ing bank ; if atau
;eken1ng Moo s b yang masih akul a
. Fotokopi Nomor Pokok Waiib Pai
i o ajib Pajak (NPWP);
j. Cetak E-Billing  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau
Pajak Penghasilan (PPh);
k. Surat _permohonan pembayaran jika pembayaran dilakukan
melalui mekanisme LS;
Catatan: Dokumen pengadaan untuk pencairan tidak perlu dijilid

fotokopi

D.2. Pengadaan jasa konsultasi pengawasan teknis: _

1. pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis dengan nilai sampal
dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah):

a. Kuitansi dinas A2;

b. Kuitansi pembayaran, ditandatangani Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;

Fotokopi berita acara hasil pengadaan (BAHP);

Fotokopi kontrak berikut adendumnya (jika ada), berupa

Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani Pejabat Pembuat

Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia

bermeterai cukup berikut RAB (RAB lampiran kontrak) dan

lingkup pekerjaan; -

e. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ~ yang
ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen /Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyed_ia benneterraj cukup; _

f. Fotokopi Berita Acara Serah 'I‘ez:una pekeqaan konstruksi; .
Berita acara serah terima kemajuan pekepaan _bermatera]
cukup ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia d'alam hal, sebei_l_lm
konsultan menyampaikan laporan akhir pengawasan (jika

Pembuat

oo
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pﬂmba_yara

: n dil

h. Berita Acar, ;:; Sanakap S€Cara tarm:
Pejabat Pemyyqq ot Terima, pey o in); .
Penyedia Ko Cjaan (BAST) ditandatangan

. unen / pa;
me“)’erahkanrmetem‘ cukl{ ¢Jabat Penandatangan Kontrak dan
e s am hal sesudah konsultan

i. Bukti setor akhir
j. Fotokopi TEkg:E.lda kemﬂa‘ﬁfngawasan];

rekening k € bank tan pekerjaan (jika ada); ,
k. Fotokopgi N‘;Tan terb Yang masih aktif atau fotokop!

1 :‘Vajlb Paj
- Mg Paj ajak (NPWP);
Pajak Penghagila, maex  Pertambahan i
i tau
m. Surat .permﬂhonafm;h an Nilai (PPN) dan/a
catatan: Dokumen LS;
Pengadagn YNtk pencairan tidak perlu dijilid

o)
5
L
t

e i
Mmbayarapn jika pembayaran dilakukan

2. Pengadaan jasa kon

Sultang;
Rp 100.000.000,00 {Semtuss:ill!g:: §awasan teknis dengan nilai di atas

a. Kuitansi dinas Ap. Upiah):
> Angaan cPTbAE, gia, i
ggaran/Kuasa datangani Pengguna

Komitmen dan Bend Penggun a An ggaran, Pe_| abat Pembuat

d. Fotokopi  kontral algis.ﬂ pemilihan (BAHP)
meliputi surat perjannkm E‘ldendumnya (jika ada), yang
Komitmen/Pejabat e !-E‘n“d ditandatangani Pejabat Pembuat
bermeterai cukup, Syarat satangﬂﬂ Kontrak dan Penyedia
Syarat-Syarat :lsus ~Syarat Umum Kontrak (SSUK), dan
1 i _ Kontrak (SSKK) berikut RAB (RAB
;T pllml? kso ntrak) dan lingkup pekerjaan;

“ ng:b:F lpeml{,rf;t i?n’)‘]tjnhe Mp‘;‘ﬁi Keria (SPMK) ditandatangani
Penyedia bermeterai cuk‘up?f jabat Penandatangan Kontrak dan

f. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan konstruksi;

B Sitie. (e serah terima kemajuan pekerjaan  bermaterai
cukup ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia dalam hal, sebelum
konsultan menyampaikan laporan akhir pengawasan (jika
pembayaran dilaksanakan secara termin);

h. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani

Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak dan

Penyedia bermeterai cukup (dalam hal sesudah konsultan

menyerahkan laporan akhir pengawasan);

Bukti setoran denda keterlambatan pekerjaan (jika ada);

Fotokopi rekening bank yang masih aktif atau fotokopi

rekening koran terbaru,

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Cetak E-Billing Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau

Pajak Penghasilan (PPh); ;

m. Surat permohonan pembayaran jika pembayaran dilakukan
melalui mekanisme LS. _ .
Catatan:Dokumen pengadaan untuk pencairan tidak perlu dijilid

Cis i
. .

~

E. PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG/JASA MENGGUNAKAN KATALOG
ELEKTRONIK (E-PURCI—LASING']

E.1Pengadaan barang/jasa menggunakan Katalog Elektronik (e-
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prm‘hasiny};
1. Pengadaan .

i H
Rp I().U(H).l)(}{}'n:;ngf.lﬂau lnilm
\ , A

a. Kuitansi dinae - Pulyl, dene
S a8 Ao. Jut; Wi ’ 3
b. Kwitang; I:{f.} 1 Illpm],l. hilag sampal  dengan
Anggaran /Ky, Y aran -
Komitmey, : o) Mo,
i , " tang Sengguna
¢. Bukt AN Beng, BBun N gn| Penggu

i
k Pembeliy,, Aharg "011}!.:41:‘:2’”.““”1' Pejabat Pembual
ontan ditangg ta _akturmm' -y
An.ggalan‘ Pejahc':lt [:] N Pey unf]/"w‘}lﬂ.-‘ﬂluk dan nota
d. Print oyt (h em a

asil cet ’-lalA](gm“mt. BBaran /Kuasa Pengguna

1 dan halap, ) detaj 0 dan Bendahara.
e. Bukti setor di’:]da“g Memyg i‘:?fﬂ?' lntmsaksi e-katalog halaman
f. Fotokopi reken? kett?r]amha % m’?““lﬂngkys kirim (jika ada),
T‘t‘kening quan : n va gpc Lrja.an Ulkn. ndﬂ}; :
g. Fotokopi No €rbary, Mmasih  aktif atau fotokop
h. E-Billing n;z}ai"kokpu.fajib Pajalk (NPWp
i g?fali P;I;ghasﬂa" (PPL; g 10 Niai  (PPN)  dan/atau
N . mnhonan !
melalui mekan Pembayaran Jika pembayaran dilakukan

isme
Catatan: Dokumen Pﬂngadaal;s -unt

uk pencairan tidak perlu dijilid
2. Pengadaan

barang/jasa '
10.000.000,- Sampaj deng;img;a 50 dengan  nilai diatas Rp.

rupiah): ‘ 000.000,00 (lima puluh juta
a. kuitansi dinag A2;
b. Kwitansi embav .
Anggaran/ I{ugsa bayaran ditanda tangani Pengguna

Pengguna  ap :
Pembuat
Koml.tmen dan Et‘nd e PEngeluargﬁe-lmn /Pejabat em
; (faktur) /bon /invoi . .
konta ' nvois,struk dan nota
Anggal:‘aﬂltgn'd?) tangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

d. Surat pes’an?; gt Pembuat Komitmen dan Bendahara;

: eéngan format v e v i

e-katalog dan dapat yang telah disediakan oleh sistem

dilampiri surat perintah kerja (SPK) atau
Surat Perjanjian untuk o< R s

pengadaan jasa lainnva vang
membutuhkan  pengaturan 4 , ;

; Kontrak  lebih  rinci vang
ditandatangani Pejabat ‘

Pembuat Komitmen /Pejabat
Penandatangan Kontrak dan penyedia bermeterai cukup;

e. Print out (hasil cetak) detail paket transaksi e-katalog halaman
1 dan halaman yang memuat informasi ongkos kirim (jika ada):

f.  Bukti setor denda keterlambatan pekerjaan (jika ada);

g. Fotokopi rekening bank yang masih aktif atau fotokopi
rekening koran terbaru;

h. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

i. Cetak E-Billing Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau

Pajak Penghasilan (PPh); dan

j. Surat permohonan pembayaran jika pembayaran dilakukan
melalui mekanisme LS. : . -
Catatan: Dokumen pengadaan untuk pencairan tidak perlu dijilid

3.Untuk pengadaan barang/jasa lainnya diatas Rp. 50.000.000 (lima
puluh jlﬂg) -gg,ampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta):

a. kuitansi dinas A2; . .
b. Kwitansi pembayaran ditanda tangani oleh
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Penggun

18

Pemb . '?“F.J{m- .

¢ ‘%uraluﬁt) Komitme, :"':Mu"m'

. 8 esanap, an Bendal
sistem den ' lay

e-kata B formay |
penandatanganlo yang 4l yang telah disediakan oleh
an kon Mandatangani oleh [Jff}“l’“'

d. Surat trak
: dan ; :
dilampiri gy, SEhagaimall:e“}’Edm bermeterai cukup;

o i a4 dimaksud  diatas dapal

|"-'llﬂgun;| Allp!‘j{;lfﬂil.i"']“h:"’

i,

barang/ja perin :

K")l"ltl‘c':lg]iJ Sib-lserteﬂtu t‘;{‘;ﬂngrja (SPK) untuk pengadaan

Kﬂmitmen/pe-l finci  yang gi membutuhkan pengaturan
Jabat & tandatangani Pejabat pembuat

bermeteraij Pen, .
e. Print oletlt-a;;ful?upi andatanga, gontrak ~dan penyedia
1 dan ha]amaSﬂ cetak) detail pak
f. Berita an yang memyat infnﬂ transaksi e-katal?'g Bakaan
ditandatangeny  STeh e rias;i ongkos kirim (k@ 020
Penand angani Pejabat fma  kemajuan pekerjaan
andatangan Kq Pembuat  Komitmen/Pejabat
g. Berita ac ntrak dan Penyeg; ; ;
ditand ara  serah  teri ia bermeteral cukup:;
andatangani  pg; ma pekerjaan  (BAST) _ Yan®
Penandatangan Kum:g;bat Pembuat Komitmen/Pejabat
1:1' Bukti setoran denda ket dan Penyedia bermeterai cukup;
i. Fotokopi rekening baErlliambatan pekerjaan (jika ada); _
. ;\Eliening koran terbam-n yang masih aktif atau fotokopi
3 ]
. Fooko Nomor ok s i
Pajak Penghagﬂ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atal
Catatan: Dokumen pe an (PPh); dan Surat permohonan pembayaran.
pengadaan untuk pencairan tidak perlu dijilid

. Pengadaan : :
4 EEJ agar &tUSnginui{ﬁS]? lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00

a. Kuitansi dinas A2;

b. iﬁ“g;ﬁ:lnﬂfc’ue;nsgaya?n ditandatangani  oleh Pengguna
Rttt d engguna Anggaran, Pejabat Pembuat

n dan Bendahara;

c. Surat pesanan dengan format yang telah disediakan oleh
sistem e-katalog yang ditandatangani oleh  pejabat
penandatanganan kontrak dan penyedia bermeterai cukup;

d. Surat pesanan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilampiri
Surat Perjanjian untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang
membutuhkan  pengaturan Kontrak lebih  rinci yang
ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen /Pejabat
Penandatangan Kontrak dan penyedia bermeterai cukup;

e. Print out (hasil cetak) detail paket transaksi e-katalog halaman
1 dan halaman yang memuat informasi ongkos kirim (jika ada);

f Berita acara serah terima kemajuan pekerjaan (dalam hal
progres pekerjaan pelum mencapai 100%) ditandatangani
oleh  Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia Barang/Jasa dan Penyedia bermeterai

cukup;

g. Berita Acard S (BAST) (dalam hal

erah Terima Pekerjaan
i 100%] ditandatangani

sudah mencapal

rogress kerjaan ( :

Elet%re Pejl::bat pembuat Komnmen/l’ejabat Penandatangan
penyedia bermeterai cukup;

Kontrak dan y feeeiaan 6 ka ada);

h. Bukti setor denda keterlambatan pé -
Fotokopi rekening pank yang masl
rekening koran terbaru;

aktif atau fotokopi

e
H
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j. Fotokopi N
k. Cetak E- B:';:;::;r ngok Wajib p ajak
i aj NP k
R e
L 2 on :
melalui mekanis H?enmpembayaran jika pembayaran dilakukan

dan/atatl

catatan: Dokumen pep ;
a
8adaan ynyy PeNcairan tidak perlu dijilid

5. Pengadaan  Pekerjan

10.000.000,00 (sepulut, jor*"UKs! den . i dengan RP
a. kuitansi di.nl::ls };g:.]'-lta rupiﬂh]: gan nilai sampal
b. Kwitansi ’
NSl pembayaran gitand aran/Kuasa

Pengeluaran:

c. Bukti pembﬁli
. an 4
ditanda tangani p [faktur”honl‘“'-"Dis,struk dan nota kontan

Peiab engguna Angea Anggaran,
d. Pﬁ!nt i:,?eﬂmbls!at Komitmen d:a.r%g B;iﬁiﬁsz Pengguna ANES
dan halaman ya';efak} dEtail. paket transaks’;i e-katalog halaman 1
katalog ditand :1 Eat f‘?fmat yang telah disediakan oleh sistem e-
Penandatangan ; angani Pejabat Pembuat Komitmen jPeJabat
dilampiri lingkup :I;E ak dan penyedia bermeterai cukup dan dapat
; €rjaannya;
?:;;:;itor;ﬁzzfa keterlambatan pekerjaan (jika ada); _
koran terbaru; ng bank yang masih aktif atau fotokopi rekening
. Fotokopi N » _
E-Billir?g ?:r;gkpoﬁﬂagzhpajak (NPWP); -
m ot
Penghasilan (PPh); dan an Nilai (PPN) dan/atau Paja
j. Surat permohonan pembayaran ji Rpr——
P o WP e T jika pembayaran dilaku

Catatan: Dokumen pengadaan untuk pencairan tidak perlu dijilid

-F @™

6. Pengadaan . Peketjam? Konstruksi diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh
juta) sampal d'engan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta):

a. kuitansi dinas A2;

b. Kwitansi pembayaran ditanda  tangani oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat
Komitmen dan Bendahara;

c. Surat Pesanan dengan format yang telah disediakan oleh sistem
e-katalog yang ditandatangani oleh pejabat penandatanganan
kontrak dan penyedia bermeterai cukup;

d. Surat pesanan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilampiri
Surat perintah kerja (SPK) untuk pengadaan barang/jasa tertentu
yang membutuhkan pengaturan Kontrak lebih rinci yang
ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen /Pejabat
Penandatangan Kontrak dan penyedia bermeterai cukup;

e. Print out (hasil cetak) detail paket transaksi e-katalog halaman 1
dan halaman yang memuat informasi ongkos kirim (jika ada);

f Berita acara serah terima kemajua.m pekerjaan_ (dalam hal
progres pekerjaan belum mencapai 100%) ditandatangani
Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat pPenandatangan Kontrak dan

edia bermeterai cukup;
Penyedia BAST) yang ditandatangani

 Berita acara serah terima pekerjaan (
g Pg;;bZt Pembuat Komitmen / Pejabat penandatangan Kontrak dan

Penyedia bermeterai cukup;
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T

J-
k.

Catatan: Dokumen pep,

7. Pengadaan Pekers
: a
200.000.900,00 (du;jr;?mj Konstruksi ~ dengan  nilai

a.
b.

—
.

b Bt

L.

Catatan: Dokumen pengadaan untuk penc

F. PEMBAYARAN PENGAD

- Bukti setoran ¢

. Surat pes y
pesanan sebagaimana dimaksud diatas dapat diiaen

|"D|0ki.}pi s 'Il'lltlll k""‘lh
‘ ‘kenin imbatan pekery dan);
koran lt‘l'hal'u; 8 bank yang m;mi}:' h‘kllsiIm-::s{njlllkli:;:'nkr}qn l”,_,.,,.r|ﬂ

Fotokopi N¢
. maor P‘ k
Cetak E Billing  pe X Walib Paj
! ’ ng Ppai ) Pajak (NPWPY), de
Pajak Penghasilan (b Pectambahan ilai (PP
gada;:]; dan Surat permohonan pembay?! ool
nuntuk pencairan tidak periv dijilic

dan/8'#"

diatas Rp

Kuitansi dinag A9- uta rupiah);
Kwitansi :
pembag
Anggaran/kuasa i
dan Bendahara;

Surat pes
Pesanan dengan format yang telah dlS&dlak

g ditand -
k andatangan '
ontrak dan penyedia benne%ere:i coti?c};ppejabat -

ditandatangani  oleh penggun?
Penggl.ma Anggamn' Pejahat Pernbuai Komltlﬂen

an Oleh Sistem
andatﬂﬂganan
Surat Perjanii 'pm
membutugkgﬁan untuk pengadaan barang/jasa e yﬁg
ditandatangani Pel;lgaturan Kontrak  lebih Y
Penandatangan Ko trejahat Pemibyat Komitmen
Print out (hasil cet;lk ak dan penyedia bermeterai cukup; ada 1
dan halaman yan, ) Weinil paket transaksi e-—l.::ata__i'ﬂg e
Bartin aocis ral% memuat informasi ongkos kirim (jika ada); e
e terima kemajuan pekerjaan (dalam hal progr
pekerjaan hd}lm mencapai 100%) ditandatangsmi oleh Pe_labgt
Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedi2
Bar{:lng,’dasa dan Penyedia bermeterai cukup;
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) (dalam hal progress
pekerjaan sudah mencapai 100%) ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
bermeterai cukup;
Bukti setor denda keterlambatan pekerjaan (jika ada);
Fotokopi rekening bank yang masih aktif atau fotokopi rekening
koran terbaru;
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Cetak E-Billing Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau
Pajak Penghasilan (PPh}; dan
Surat permohonan pembayaran jika pembayaran dilakukan
melalui mekanisme LS.
airan tidak perlu dijilid

AAN BARANG/JASA MENGGUNAKAN TOKO

DARING
(Yang terintegrasi dengan LKPP)

1. Pembelian melalui toko
Sampai dengan Rp.-Rp-

a.

b.
€.
d.

2. Pembelian
Diatas Rp-

daring:
50.000.000,00

Kuitansi dinas A2; .
PO (Surat Pesanan) jika ada

i ihan faktur, ‘ ;
gxcu:;:;g:g norrzc{r rekening dan nama rekening yang sesuat

melalui toko daring:

50.0[]0.000,00 samp gan Rp. 200.000.000,00

ai den
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G. PEMBAYARAN

50 .

a. Kuitansi ting
8 AQ.
b. PO (Surat p, -

: esanani i

I'.l gwmce tTaEihnn);;l;Af:m ada

6. SEvihan homgy rElI::,-;m al
18

e. Pembelign d d - gesu
2| an g an 3 rn
lampiran Ben!:a cnominﬂl f-fl'a!a:sar;;. rzm:;%gu)}m %ﬁlﬂfnﬂtzj:;gn
format padq sistern, | “¢Tah Terima pekerjaan sesU!

DIKECUALIKAN
ET;SLIBTIIIT‘Y"‘{BTS;;EB;;Z% ui;-:‘;r;lgadaan Barang/Jasa pada Badar;erl;ag; 32:2
giﬁrjglﬁéi:iiamygcgmgillaj{:mak“ Ugfd:mizim?aﬁ[rmﬁggﬁgﬁasﬂ i
bakar gas, bahan bajear i, P22 masyarakat (listrik,telephone: D270,
O, sl SEVE T e st mapar |

J .
s : Yang diatur dengan ketentuan
perundang-undangan Jajn 8
a. Kuitansi dinag Agya (Pengadaan tanah).
b. N : 3
) ;t;‘a;] ;n::ilce (Tagihan) /faktur /dokumen yang dgpefsamakarl
a nomor atau surat tagihan dari PPTK.

H. PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA SWAKELOLA

swakelola (Tipe I) an/lembaga/Perangkat Daerah pe

Pelaksanaan  Kegiatan swakelola Tipe 1l dapat diberikan
pembayaran secara bertahap dengan besaran sesuai dengan
kesepakatan dalam kontraktual atau dilakukan pembayaran sekaligus
setelah seluruh pekerjaan selesai,

l.lPelrl'le:}’aran diberikan sekaligus setelah seluruh pekerjaan
selesai:

a. Kuitansi dinas A2;

b. Kuitansi  pembayaran, ditandatangani Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;

c. Fotokopi surat keputusan penetapan Perangkat Daerah
pelaksana swakelola yang ditandatangani PA/KPA;

d. Fotokopi kontrak/perjanjian kerja sama swakelola berikut
adendumnya (jika ada) yang ditandatangani oleh PPKom dan
ketua tim pelaksana bermeterai cukup;

e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) swakelola yang
ditandatangani  Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola
bermeterai cukup;

f. Fotokopi rekening bank yang masih aktif atau fotokopi
rekening koran terbaru '
g. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

h. Surat permintaan pembayaran.
i. Print Screen Informasi Pencatatan Swakelola

1.2 Pembayaran dilakukan secara bertahap dengan besaran sesuai
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=51 .

dengan kcsepﬂkal
an y

a. K‘-litan B a
wnansi din YANg teryy
b. Kuitang; a8 A2 tang dalam kontraktual:

Angga Pembay

ra M Yara :

l\'Omi(mn’ Kuasa pey v ditandatangani Penggund
€N dan Bendg 88una  Anggaran, Pejabat pembuat

paerah

. sa
e. Fotokopl surat ‘::.1 bermeterai cukup;

pelaksana sw

‘a

. Laporan km;;ﬁ’“‘
Daerah  pelaksa

pekt‘l'jaan
i sekurang-k
nilai/prosentase rzlr;]g kurangnya sesuai dengan
dilampiri  renca apan yang ada di kontraktual) dengan
:;hap selanjum}.;a penggunaan pembayaran
g Berita aca . ,
menuﬂjuka? serah terima kemajuan pekerjaan (yang
dengan be progress pekerjaan wkurang-kumngnya sesual'
saran nilai/prose - ada di
kontraktual) apabila Pk ntase tahapan yans 0%
1 7o
. geFWEte rai cukup; pekerjaan belum mencapal
- ::ta ;cara serah terima akhir pekerjaan (BAST) swakelola
B g ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen /Pejabat
;“an_damngan Kontrak dan Ketua Tim Pelaksana gwakelola
(Apabila ~ progress pekerjaan telah mencapai 100%)
~ bermeterai cukup;
i. Fotokopi rekening bank yang masih aktif atau fotokopi
. rekening koran terbaru; dan
j- Surat permohonan pencairan.
k. Print Screen Informasi Pencatatan Swakelola

putusan penetapan Perangkal paerah

a;
an pelaksanaan pekerjaan dari perangkat

n .
a swakelola (yang menunjukan pro
pesaran

9. Swakelola oleh Organisasi Kemasyarakatan pelaksanaan swakelola
(Tipe 1) Pelaksanaan Kegiatan swakelola Tipe 111 dapat diberikan
pembayaran secara bertahap dengan pesaran sesuai dengan
kesepakatan dalam kontraktual —atau dilakukan pembayaran

sekaligus setelah seluruh pekerjaan selesai. _
2.1 Pembayaran diberikan sekaligus setelah seluruh pekerjaan
selesal:
a. Kuitansi dinas AZ2; .
b. Kuitansi pembayaran, ditandatangam Pengguna
An /Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;
_ Fotokopi surat keputusan penetapan orgagnsas1 .
) kemas;arakatan pelaksana swakelola yang ditandatangani
PA/KPA;
i janji j akelola
kopi kontrak}penanjnan kerja sama swakelola
S gg;?kuf addendumnya (jika ada) yans ditanda tangani
ppKom dan pimpinan organisasl masyarakat, bermeterail
cukUPi o serah terima akhir pekerjaan (BAST)
€ wakelola (yang menunjukkan progress pekerjaan telah
f:rncapai 100%) yang ditandatangant Pejabat Pembuat
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aksana Syq Penandatangan Kontrak dan Ket

elola be ;

fot ; e rmeterai cukup; ‘
OkOPI l‘ekening kgranh?nt yang masih aktif

er aru;

h. f:l::tajk E-Bilﬁ:; PORO;‘aWajib Pajalk:

' T/at : jak

L. Surat v I.)ajak Penghjasj] Pertambahan

; pe b an (PPh); dan

yaran

J. Pﬁl‘lt SC muntaan pe
si Pencatatan Swakelola

atau
Nilai (PPN

reen ]nfonﬂa

2.2 Pembay
yaran dj :
dilakukan secara bertahap dengan besaran sesual

dengan keg
€sepakata
;1}- i}im_tanSi dinag ‘E’.’E tertuang dalam kontraktual:
- Kultansj ¥
SI pembayaran, ditandatangani  Pengguna
Pengguna  Anggaran, pejabat

embuat Kami
at Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;

c. Fotokopi
REma:J?;r:gat keputusan penetapan organisast _
d PA/KPA; tan pelaksana swakelola yang ditandatangan!

F : ,

az:izl;%pl;;;?t’?]ﬁ perjanjian kerja sama swak_elola bené‘u':

Siatian orya (j_lka .adaa yang ditanda tangani PPKom da

e Lanias Eanlsgm masyarakat, bermeterai cukup;
Organisasimemajuan pelaksanaan pekerjaan dilmadit
Sah Waid asyarakat pelaksana swakelola yang dibud
dik ndatangani oleh tim pelaksana swakelola dan
iketahui oleh  pimpinan  organisasi masyarakat
pelak§ana swakelola (yang menunjukan progress
P?k?naan sekurang-kurangnya sesuai dengan besaran
nilai/ prosentase tahapan yang ada di kontraktual) dengan
dilampiri  rencana penggunaan pembayaran tahap
selanjutnya;

f. Berita acara serah terima kemajuan pekerjaan
(yang menunjukan progress pekerjaan sekurang-
kurangnya sesuai dengan besaran nilai/ prosentase
tahapan yang ada di kontraktual) apabila pekerjaan
belum mencapai 100% bermeterai cukup;

g. Berita acara serah terima akhir pekerjaan (BAST)
swakelola (Apabila progress pekerjaan telah mencapai
100% bermeterai cukup;

h. Fotokopi rekening bank yang masih  aktif
fotokopi rekening koran terbaru; dan

i. Surat permohonan pencairan.

j. Print Screen Informasi Pencatatan Swakelola

dari

atau

3. Swakelola oleh Kelompok masyarakat pelaksana swakelola (Tipe IV)
Pelaksanaan Kegiatan swakelola Tipe 1V dapat diberikan pembayaran
tahap pertama sebagai uang muka kerja sesuai dengan kesepakatan
dalam kontraktual atau dilakukan pembayaran sekaligus setelah

seluruh pekerjaan selesai.
diberikan sekaligus setelah seluruh pekerjaan

3.1 Pembayaran
selesai:
a. Kuitansi dinas AZ;
b. Kuitansi pembayaran, ditandatangani  Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;
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d.

C.

g.
h.

3.2 Pembayaran dilakukgy

.

Fotokopi

l‘l[:; SuUr

pelaksay rat kep

" sdng SWake [ 1l “&'ll] '

E:luk“m kunul;:iuh‘ Yang dﬁ:\:w[h“m" kelompok masyarakat

yan i C Swak dat i SOA

Ma R' d“a“ﬂﬂlnn ‘\'u.t elola lu.',-k"“““'“ PA/KPAL

vasyarakat e Bani  ppy tkut adendumnya (jike ada)

Berita Hl‘arn‘:rm"l'-'"ii rukiltl}.:“ dan  Pimpinan Kelompe

Vit Serah (e :

Ll(lttll‘gl ll:{l-onu"j“kl:n::“ 'Ma akhir pekerjaan (BAST) Wi
0 r“l r pl.n . | + b

Fotokopi Clerai cukyy, Bress pekerjaan  telah menci

l‘(‘kpl 1
rekening ko 8 ban
8 Koran ‘t‘rbam.k yang masih akul atau

Surﬂt pel‘n.]ﬂ
Print Sereen

kelal

pa
fotokop!

hl'lnﬂn pe

neai "
Informag uran; dan

i Pe
encatatan Swakelola.

secara bertahap:

yaran tahg
dapat diberikan Sl‘SE:laiE:r:,amn sebagai  Uang Muka Kerja
‘;; :Euitnnsi difias A.Qt: utuhan (sesuai kontrak);
’ Uitansi :
ltvng“llnﬂ

3.2.2 Pembayaran tahap kedua dan at
dapat diberikan sesuai
anggaran dan biaya pelaksan

mbay ;

Anggaran /K?ilsl:{m) aran,  ditandatangani

Pembuat Komitm Pengguna Anggaran, pejabat

¢. Fotokopi sur en dan Bendahara Pengeluaran:

masyarakat e?tk keputusan ~ penetapan Kkelompok

’ PA/KPA; pelaksana swakelola yang ditandatangan!
. Fotokopi

il Eankontdrfik swakelola berikut adendumny? (jika

g ditandatangani PPKom dan pPimpinan

Kelom
pok Masyarakat bermeterai cukup;
wakelola

e. Surat d
kelnmp{;f sediaan sebagai ~ pelaksana 3
masyarakat yang ditandatangant oleh
wakelola;

6 g::léznap kelompok masyarakat pelaksana s
opi rekening bank yang masih

fotokopi rekening koran;

g. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dilampiri

4 gencana penggunaan Uang Muka Kerja;

h. Surat Persetujuan Atas Pengajuan Pembayaran;

i, Berita Acara Pembayaran Uang Muka bermeterai
cukup; dan

j- Surat Permohonan Pencairan Uang Muka; dan

k. Print Screen Informasi Pencatatan Swakelola.

aktif atau

au tahap selanjutnya

dengan kebutuhan dalam rencand
aan kegiatan berikutnya (sesuai

kontrak);

a. Kuitansi dinas A2;
b.  Kuitansi pembayaran, ditandatangani Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggarar, Pejabat
pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;

C. Fotokopi surat keputusan penetapan kelompok
masyarakat pelaksana swakelola yang ditandatangani
PA/KPA;

d. Fotokopi kontrak swakelola berikut adendumnya (jika
ada) yang ditandatangani pPKom dan Pimpinan

asvarakat bermeterai cukup;

Kelompok M
e. Japoran kemajuan penggunaan keuangan kelompok

- ozt .
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h

: k "
Illm]linnn “ia witkeloln yang :ljimululﬂn?f”t'
Clompok  masyarakat - pelakoAs

. (ya ,
'fllﬂngﬂn myki:ﬁ menunjukan — progress realisa®
f ;:]l'la![: fﬂ?hﬂun‘uw':li?M kurangnya 30% dari pencal”
: OKOpi  peleqy i
chey if &t
fnluktllllnken' 06 bank yang  masih aktif atd
B Bine Iitfrnmhm-g koran terbaru; dan
dilampiry roy et Pembayaran tahap kedua e
h. Surat P(-rm;’rltl'.‘*"" Penggunaan Tahap kedua;
L Surat pergop . 48 Pengajuan Pembayaran;
: : 1. |
Ke ua; dan Onan - Pencairan  Pembayaran Tahar

§: rint Sere
Screen Informas Pencatatan Swakelola.
3.2.3 Pembayaran tahap e
kebutuhan dalam rui;
kegiatan
a.

rakhir dapat diberikan gesual dengan
Cana anggaran dan biaya p{:lak%ﬂ""a”

Kuitansi dinag A2;

b, i:lldl‘lﬂl pembayaran,  ditandatangani _Pcngﬂ‘-‘“"

P Siaran/Rusen Pengguna Anggaran, Pejabat

Lembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran:

aporan kemajuan penggunaan keuangan kelompok

masyarakat pelaksana swakelola yang ditandatangan!

oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksand

swakelola  (yang menunjukan progress :

keuangan sekurang-kurangnya 60% dari pencairan

tahap sebelumnya);

d.  Fotokopi rekening bank yang masih aktif atau
fotokopi rekening koran terbaru;

e.  Surat permohonan pembayaran tahap akhir; dan

f. Surat Persetujuan atas Pengajuan Pembayaran.

4, Pembayaraﬂ uang muka ke]ja atau uang paﬂjﬂr dalam pengadaaﬂ
barang jasa melalui penyedia atau pengadaan barang jasa secara
swakelola oleh Perangkat Daerah pelaksana swakelola.

a. Kuitansi dinas A2;

b. Kuitansi  pembayaran, ditandatangani Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;

¢. Fotokopi kontrak/surat perjanjian )
i Untuk pengadaan barang/jasa yang dllaksa.nalfan

melalui penyedia meliputi fotokopi Surat Perjanjian

bermeterai cukup, Syarat-Syarat Umum  Kontrak

(SSUK), dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak .[SSKK)

perikut RAB (RAB lampiran kontrak] dan lingkup
kerjaan; ;

il. E;tu’i pengadaan barang/jasa  yang dilakukan
secara swakelola oleh Perangkat Daerah pelf?*ksz_a_na
swakelola berupa fotokopik kontrak/surat  perjanjian

ia sama bermeterai cukup; _

d. Fotoil:t:;iaSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK) bermeterai cukup;

e. Surat permohonan pengajuan uang muka kerja atau uang
panjar berikut perincian penggunaan uang muka kerja

an jar; : :
J gﬁ;tu 3‘::13‘ an pemberian uang muka kerja atau uang
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1. Pembayaran pengad
a.
b.

-

o prom

k.

9. Pembayaraan pengadaan non barang (pekerjaan konstruksi dan

- 55.

Panjar darj pe;

i abat
Eszntlil acara pem Fembugy Komitmen,
OPi jami Uan A i
Fotokopi T'Ek:zin " mukaizj‘;k:tsﬁljf atau uang panjar;
ang panjar;,

rekening ko ,
I a 3 . 1
FOtOkgpi Nol:to-lrterharu. Yang masih aktif atau fotokoP

e Pokol \W.::
E-Billing  pyjn, Ok;k Wajib Pajak (NPWP);
Pe“.ghasilan (PPh) kﬁ”m'oahan Nilai :(PPN] dan Pajek
sa dalam pengagpy 1o UMUK pembayaran uang o

Surat Permohgpap pembayaf}:sjasa melalui penyedia; dan
n.

Kuitansi dings pg. 6 Untuk penanganan keadaan darurat:
kuitansi “

vk Pembayaran, ditandatangani g o A
Koﬁlitm asa Pengguna Anggaran Pejab‘at Pel'ﬂbuat
ey en dan Bendaharg Pengeluaran ’

okopi kontrak / pokok perjanjian; |

bermeteraj cu kllp;

. berita acara perhitungan bersama:

surat = pernyataan  kewa i enyedia
bermeterai cukup; wajaran harga dari P

- berita acara serah terima pekerjaan bermeterai cukup;
. fotokopi rekening bank yang masih aktif;

fotokopi Nomor Pokok Waijib Pajak;

ebilling Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) ~ dan/atat
Pajak Penghasilan (PPh); dan

Surat permohonan pembayaran.

jasa

lainnya) untuk penanganan keadaan darurat:

a.
b.

o a0

kuitansi dinas A2;
kuitansi pembayaran, ditandatangani Pengguﬂf:
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembua
Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;
Fotokopi kontrak/pokok perjanjian;
fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
berita acara perhitungan bersama;
surat pernyataan kewajaran  biaya

bermeterai cukup; : . '
berita acara serah terima pekerjaan bermeteral cukup;

fotokopi rekening bank yang masih aktif;

i Nomor Pokok Wajib Pajak; 2
g::;?nl;,l o Pajak Pertambahan  Nilai (PPN) dan/atau

j i h); dan
pajak Penghasilan (PPh);
Surat permohonan pembayaran.

dari penyedia
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.5(']‘

PERJA SAR Xy
L!\NAN DINAS DALAM NEGE

CETENTUAN UMUM !
* |, Perjalanan dinas mery
yang dilakukan dalam Tﬁ:? Perjalanan ke Juar tempat kedudukan

liitr.‘“'u:;kgpegflngan Pemeﬁnt;;hDNei?:ﬁ Kesatuan Republik indonesi2
5. Perjalanan Dinas aq by

Wali Kota/Wakil Waii forc 2100 dinas jabatan yang dilakukan ol

pihak lain yang dibebanka Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negard et

nk :
Daerah. an pada Anggaran Pendapatan dan Belana

3. Pelaksana perjalanan dinag :
PPPK. Pegawai ASN meliputi PNS, CPNS, dan

4. Dalam hal diperlukan
pihak lain untuk melak’u

5. Pihak lain adalah oran i .
Pegawai non-ASN, dr;xg selain Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pegawai ASN,

penugasan melakukann ;‘“‘}mi atau istri pejabat yang mendapat
prinsip akuntabilitas, efisi erjalanan Dinas dengan memperhatikan
serta rasionalisasi. » efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajarat

. Perjalanan di .
st}n kembfilii ke tempat kedudura?:tsg:l?ﬁad“uju, Seisinatiskan D
7. Biaya perjalanan dinas tidak diberi : - :
wilayah Daerah dan I{ahupatertl1 i:[ea‘?;znngunmk pecpiangs #ods s
8. Perjalanan dinas dilakukan dalam "ﬁngka.-

¢ el e an o g el e,

. . . inar, simposium, sosialisasi, workshop, bimtek
dan kegiatan sejenis lainnya;

c. pengumandahan (detasering);

d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

e. menghadap majelis penguji Kesehatan pegawai negeri atau
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk
mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna
kepentingan jabatan;

f memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter
karena mendapat cidera pada waktu atau karena melakukan tugas;

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji

Kesehatan pegawai negeri;
h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma /Strata

1/Strata 2/Strata 3; dan

i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia.

9. Perjalanan dinas dilaksanakan d

prinsip:

a. selektif, yaitu hanya
prioritas yang berkai
daerah;

lf ejah‘“. yang berwenang dapat menugaskan
an perjalanan dinas.

engan memperhatikan beberapa

untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
tan dengan penyelenggaraan pemerintahan
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b. ketersediaan anggar,

L an belan;
4. akuntabilitas pemberi anj
ena
_ pembebanan perja) : pel - i
prinsip-prinsip sebagaairr‘nan dinas. aksanaan perjalanan dinas 47
dalam hal-hal sebagaj L, ana  dimak
erikut sud pada angka 9 diwujudkan
a. adanya kepastian tig ut; gxa iwu)
g ak t
rumpang tindih atay e, C2Pat pelaksa - ‘ n
b. g?tjalanan dinas haﬁ?ﬁgl?f; naan perjalanan dinas & 2
inas yang meman :
g benar-
c. an . apai;
tela.h tersedia; Beliepaion kinerja dengan pagu anggaran yang
d. perjalanan dinas dilaksan
dan segera dipertan &
dilaksanakan.
11. penerbitan surat tugas

a. Perjalanan dinas
per‘intah atasan pelc;]i‘:};anp;:iksana SPD dilakukan sesuai dengan
b. Surat Tugas diterbitkan de PD yang tertuang dalam surat Tugas-
1) Wali Kota, Wakil Wali I?Cﬁan ketentuan sebagai berikut: _
oleh Wali Kota; a dan Pejabat eselon Il ditanda tanga™
2) Pimpi
2 Pimpinan DFRD an Angt s an K28 D
: engan jabatan Camat dan Kepala Bagian di
lingkungan Sekretariat Daerah di o taris
Daersah; aerah ditandatangani oleh Sekreta
4 g s Mo g s 7
: epala SKPD; dan
5) Perjalanan dinas yang melibatkan pelaksana perjalanan dinas di
luar'SKPD Surat Tugas diterbitkan oleh kepala SKPD masing-
masing pelaksana perjalanan dinas.
c. Apabila pejabat yang mempunyai kewenangan penerbitan surat
tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b berhalangan dapat
ditandatangani oleh pejabat satu tingkat diatasnya.
d. Surat tugas paling sedikit mencantumkan:
1) pemberi tugas;
2) pelaksana tugas;
3) maksud pelaksanaan tugas,;
4) waktu pelaksanaan tugas; dan
5) tempat pelaksanaan tugas.
12. Penerbitan surat perjalanan dinas _
a. Surat Perjalanan Dinas (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan

oleh PA /KPA;
penerbitan SPD berdasarkan surat tugas ¥

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan; _

¢. Penerbitan SPD bagi pelaksana perjalanan dinas dari luar SKPD

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD vyang
. ot verjalanan dinas;

d. ggl::rtsa{:tlpepgfjalanan dinas ber'sifat rombongan lebih dari 10

(sepuluh] orang yang terdiri darn ma{syarakat, atlet dan sejenis

lainnya, penerbitan gpD dapat dibuat secara kolektif dengan

melampirkan daftar peserta: dan

10

aksanakan oleh pelaksana per_ialanan
ibusi

an sesuai dengan tu diberikan
i gas yang dl )
ggungjawabkan setelah perjalanan dinas selesa!

ak lain

b. ang dikeluarkan oleh
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1

pagi ASN dan pop

et ASN
pendamping rombg yan :
ngan, map . Melaksanakan tugas sebaga!

dengan ketentuan . @
Peraturan pe Syarat perjalanan dinas sesuai

2 rundange-
13 piaya perjalanan dinas ng-undangan.

Komponen bia :
a. ya
1). Uang hat'i.-amI;Dmr]a]ar"?lrl dinas
2). B!aya ll‘ﬂnsponasi d
3). Elaya pcnginapan.’
gii B?a';g rTEir:SEZ,tf Si perjalanan dinas,
i menjadi ’
. sesuai dengan kgetel':injadl Syarat pelaksana pe ialanan dinas
b. B1a).'a uang harian mery ui‘“ pératuran pemndang?uzdangan;
h{ln pelaksana SPD dala;[:-la an penggantian biaya keperluan sehari-
c. Biaya uang harian d-m-enjala“kﬁn perintah perjalanan dinas.
pelaksgna SPD Untukpf,;tr:d.ltm', dan pelatihan diberikan kepada
yf.mg diselenggarakan di lu::- klltl kegiatan pendidikan dan pelatiharl
d. Bl?)ra}:) transportasi terdiri atas.om'
1) Perjalanan Di L8
Tu?uan kebgl;:sk C:arl Tempat Kedudukan sampai Tempat
gkatan dan kepulangan termasuk biaya ke

terminal bus/stasi
biaya jalan tol; danunf bandara/pelabuhan keberangkatan. dan

2) Retribusi/pungutan : :
bus/stasiun ﬂ:in daraj}l)?Eb gang dipungut di terminal
kepulangan. uhan keberangkatan dan
e. Perjalanan di : i
tratrjlspnrtasi gé?'lslpiaE:;dilrlakukaI} dengan menggunakan fasilitas
wendaraan/angkutan umumﬁfﬂﬂ pribadi, kendaraan dinas, maupun

f. Eal‘;‘lm hald.PEIilalE'lIlan dinas dilakukan dengan menggunakan
be?( f.rc';{and inas, biaya transportasi diberikan dalam pentuk bahan
s:st?ai d:: ::'".a“ Q?.?Ml untuk kelberangkatan dan kepulangan

;i gan jarak kilometer yang ditempuh, bukti pembelian BBM
dibebankan kedalam rekening perjalanan dinas.

g Penggunaan kendaraan pribadi merupakan opsi lain apabila benar-
benar diperlukan, dan atas kendaraan tersebut hanya diberikan
BBM sesuai dengan standardisasi harga satuan.

h. Uang representasi dapat diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali
Kota, Pejabat Daerah, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah, selama
melaksanakan perjalanan dinas.

i Sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan

bakar kendaraan, dan pajak.

B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BIAYA PERJALANAN DINAS
1. Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai
dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD.
9. Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas
dilaksanakan atau dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
3. Biaya perjalanan dinas pelaksana SPD dari beberapa Perangkat Daerah
dapat dibebankan pada DPA SKPD salah satu Perangkat Daerah
penerbit SPD, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan
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~ a9 .

;(.rnba_?ﬂl'ﬂn biﬂ_‘fa .
4. ekamsme U ang P':igeﬂlal"l an
perundaﬂg'l}ndangan_ ) sesuaj
palam hal jumlah hag ;
5 duetapkan dalam szﬁafeqalanan dinag
kesalﬂhan/ kelalaian, pela) Bas/SPp ; melebihi jumlah hari yang
: aKsana pe"jalanz?] :;dak disebabkan oleh
i inas dapat diberikan
» Yang dibebankay, uang representasi dan sewa
pada DPA SKPD berkenaan

ds ;

'a-n'[idp‘lajt dilakukan melalul

denga ang (GU) dan/atau
N ketentuan peraturarn

" pandar esalahan /kelalai ; :
andara/perusahaan jasa tranj Clalaian dari svahbandar{kepala

_ surat keteran . sportasi lai i
7. palam hal jumlaﬁaﬁ?ﬁ?ﬁngﬂn tugas liﬁpsé{;ﬁ?t{lat:;
gitetapkan dalam Surat T‘%gaﬂaﬂ dinas kurang dari jur%ﬂail hari yang

: as
mengembalikan  kelebihan “al?ganhiigh mgbifa pelaksana SPD harus
, biaya penginapan, uang

representasi, dan sewa k
kepada PA/KPA. endaraan dalam kota yang telah diterimanya
8. Pengembalian biaya  perjal
dipertanggungjawabkan wajiblg; anan dinas  yang seharusnya
a. kelebihan biaya peﬂa]an;emrff dibayarkan dengan ketentuan:
mekaniSme UP/GU  diseto dinas yang dibayarkan melalui
pengeluaran /Bendahara Pen 1rkEm ke rekening Bendahara
b. kelebihan biaya per] alanangedtfaran Pembantu; dan .
disetorkan ke RKUD melalui glasd yang dibayarkan melalui LS
Pengeluaran Pembantu. endahara Pengeluaran /Bendahara
g. Dalam hal terjadi pembatal i . . :
pembatalar]; dapat di?)ibankar?r;agzl DPA Sal?f]:[) perjalanan dinas, biaya
10. E-la}&apzl‘l; e?;%l;r; lyang lziapat dibebankan pada DPA SKPD meliputi:
I8} an tiket transportasi atau biaya penginapan atau;
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transpo o A l;ia}-'a
penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund.
11. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya
pembatalan meliputi:
a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat
yang menanda tangani Surat Tugas .
b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas
é. pemyataanjtanda bukti besaran pengembalian biaya transport
dan/atau biaya penginapan dari penyedia jasa transportasi
dan/atau penginapan.
12. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh wali Kota, Wakil Wali Kota, ASN,
dan pihak lain berlaku ketentuan sebagai berikut:
4. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara Jumpsum dan

merupakan batas tertinggl; )
b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan

fasilitas transportasi; . . ..
¢. biaya taksi dan sejenisnya dibayarkan sesual dengan biaya riil,

. vq taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi
perjalanan dinas; dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan

bukti pengeluaran riil;
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4. biaya PeNginapan dipy,
patas tertinggi sebg &i3 arkan -
o k — terca“tul':iir;gan biaya riil berdasarkan
Sre"::d,‘z;qaman dalam T am standar harga satuan,
12:1 ha‘l b)i:;:aﬁ-f“ SUai deng;:?lt:f‘" un
a i .
dipeﬂanggunawabkan paiiga satuan d pada angka 12 huruf d
satuan. ng baﬂ};‘ak S;asu .maka biaya yang
14. ,Apahilﬁ pelaksana Spp al dengan standar harga
kﬂentulml: sebagai beriky;-
a. pelaksana SPD dibérikan "
puluh. persen) dari Satuan b.l;‘:';%el:lenglﬂapan sebesar 30% [liga
tandar hagézapan di kota tempat tujuan
A . Satuan, dan

e.

tuk Wali 1
riil]-lk Wali Kota dan Wakil Wali

men
88unakan penginapan, berlaku

Kota/ sekremﬁs Daerah, denganmeﬂgikutj Wali Kota/Wakil Wali
selektif, ketersediaan anggaran eﬁs_Ltetap mempertimbangkan prinsip

_pelaksanaan perjala : en dan akuntabilitas.

16 Anggota unptull]c 1;2{111:-1112&8 ){{ang dilakukan oleh Pin?;inan DPRD dan
dipertanggungjawabkan secaraﬂm;fne“ biaya perjalanan ~dinas
tertinggi. mpsum dan merupakan batas

U
c. TERJI’;E Glg) t:‘ ;%’:‘lgﬁ?;ﬁ Bém’ﬁ PERJALANAN DINAS
‘ ali Kota, Pejabat Daerah/ Pimpinan DPRD dan
Anggota, ASN dan pihak lain selaku P ; .
" aku pelaksana perjalanan dinas wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan ial di b
pemberi tugas. perjalanan dinas kepada
n £ 1 : : y

2. E:L;-itigglium lii“gbgﬁngegzﬁnﬁlﬂglr::fh?saman kepada PA /KPA
ilaksanakan. itung setelah perjalanan dinas

3. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan di i i d
wali Kota, ASN dan pihak lain, mpeel?puti: dinas bagi Wali Kota/Wakil

a. kuitansi dinas (A2);

b. tanda terima uang perjalanan dinas;

c. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD/pejabat yang
berwenang;

d. SPD yang telah ditanda tangani oleh pejabat dari tempat tujuan
perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan
perjalanan dinas yang dilengkapi dengan tanda tangan, nama
terang dan stempel;

e. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya;

f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota
berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan
oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan
kendaraan,

g. bukti pembayaran hote
pemesanan melalui online m
perjalanan online;

h. bukti pembayaran tol;

| atau tempat menginap lainnya atau jika
aka berupa bukti receipt dari biro
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I apabila bukti Pengeluaran transportasi dan
diperoleh, Pertanggung jawaban bia
menggunakan daftar

_ dipert&nggungjawahkan.
). laporan hagil

pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan
dokumentasi /foto kegiatan,

fatau penginapan tidak
ya perjalanan dinas d

apat
pengeluaran riil,

yang dapat

4. Dokumen Pertanggung jawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD
dan Anggota, meliputi:
a.

kuitansi dinas (A2);
b. surat tugas yang sah;
c.

SPD yang telah ditandatangani oleh PA /KPA dan p_ejahat di Icm_{':ﬁ:i tl
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menja
tempat tujuan perjalanan dinas;

kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas
lumpsum bermeterai cukup. P o

Besiran lumpsum sebagaimana dimaksud dlata!“: dihitung t:‘:!al:;
seluruh komponen biaya perjalanan dinas sesuai denga; Sdahara
harga satuan, yang dibayarkan oleh ;ﬂ i
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimp
DPRD dan Anggota; caan
pakta integritas bermeteraj cukup, yang merupakan perny Z:rab
tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung j
perjalanan dinas sesuai surat tugas; dan _ ;
laporan  pelaksanaan perjalanan dinas yang ditanda tangan

pelaksana perjalanan  dinas dengan melampirkan
dokumentasi/foto kegiatan.
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Conto)y formay lampiran kuitansi

" P NASKAH iy
e RANGKAT DARR A,
5 ' Taly manggaran :
NO- kuitas!
. KUITANS)
sdah terima dani . {:;l'ld.almm P ‘M“l’-lﬂl‘dnﬂk‘ndalmm Pengeluaran Pembantu
b i
sobesal Ve il
k:-rbihﬂﬁmeluamn : Biaya Perjalanay t Ium ..... dalammngka """" melal
yntuk kcgmtnn......: .................... dengan rineian;
1 Upng harian

2. Biaya transportasi

3. Biaya penginapan

4. Vang representasi Petjalanan dings
5. Biaya taksi

Penerimg

Melerai

Rp10.000
- —— Bendahara Pengeluaran/Bendahara
:[igg“mmamn”{um - Pengelvaran Pembantu,
ran,
Anggd "
nd
NIP
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Contoh format lampiran pakta integritas

Foos 4 \ KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

T -

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama . :

Tempat, tanggal lahir

NIK

Jabatan ;
Alamat =
Dengan ini menyatakan:

1). Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor
........ tanggal......... dalam rangka mela

d ksanakan kegiatan . ke ................dari tanggal
E i

................

pelaksanaan perjalanan dinas kepada

pemberi tugas dan mempeﬂanggungiawa'bkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna

3). Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan Kelebiha biaya perjalanan dinas
apabila biaya perjalanan dinas yang seharusn

ya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku. nel

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari
siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia
dituntutsesuai dengan hukum yang berlaku,

Meterai
Rp1o.000

................................................................
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(kO anlembee
e dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:
ﬂlﬂk‘a“

yler?
o
i B . o !
Ja:i: (Hﬁa}llﬁlsémbﬂﬂa :
Ilifmemena idak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang
'bﬂ{a}ka“ :t::k};enﬂng dan tidak dﬂpﬂl ditunda )'ﬂitu -----------------------------------------------
Ll men €
angd!

. T jgantikan
mbatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat diganti
dengan Pert L
¢ ub“.“%;?jpegawal negeri lain. I
. " ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dilmf-g:iia diproses sesuai
Jian surat pen:lya—"tllinbemr saya bertanggung ja"""ab penuh dan
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Jabata”
-
pibat&fkamesui;n:;ﬁﬁi"?ft“Pemyataa“ Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan
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batalan tersebut, biaya t ;
renaan dengan pem » Diaya transport berupa........dan b i
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4ian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata
E:::: pernyataan ini tidak benar dan rpemmbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab
penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.
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Contoh format lampiran SPD
Logo

facreh Kop
PERAII:JTSS DINAS
KAT DAERAK
Lembar ke
Kode No
Nomor :
1)
RAT PERJALANAN DINAS (SPD
(1. | Pengguna Anggaran/
5. | Nama/NIP Pegawai v. .
| perjalanan dinas ¢ "l2ksanakan
3. | a. Pangkat dan Golongs
b. ngatﬂnllnstansi e 8
¢. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas 4
C.
4. | Maksud Perjalanan dinas i
'_,___4—-—-"—"'
5. | Alat angkut yang dipergunakan
6. | a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan 2
7. | a. Lamanya perjalanan dinas : i
b. Tempat berangkat g'
¢. Tanggal harus kembali/tiba di tempat c.-

baru *)
8. | Pengikut nama

Tanggal lahir Keterangan

G0 et

9, | Pembebanan Anggaran
a. SKPD a.

b. Kode rekening b.
10. | Keterangan lain-lain
Dikeluarkan di.........ccoovmmmninans
Tanggaki:oieiusmireiiss
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

B o iniirrms oA A

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-68 -

| I. Berangkat dan

| (tempat kedudukan)
Ke

Pada tanggal
Kepala......couiivienssnnns
Selaku Pejabar Pelaksana Teknis Kegiatan

Pada tanggal
Kepala

................. Tiba

Pada tanggal T -y

Kepala Sisisinmpivyng

Tiba

Bt Pada tanggal

NIP... oo

<
-

PERHATIAN

Pe_n.gguna Anggaran/ l\'.'l.la':sa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, Pejabat/ Pegawai/ pihak
lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba,
serta Bendahara Pengeluaran betanggzung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan
Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaan

WALI KQTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

o ——— e e e T - ;
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